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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.5.4/12/BPKAD/ 2025

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan
RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan
RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026;

1. bahwa untuk melegalkan Rencana Kerja (Renja) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2026 maka perlu mempunyai dasar hukum
yang sah ;

2. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud
huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Kerja ( Renja )
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggarakan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggarakan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021



10.

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran
Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 -
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022
Nomor 10);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



Menetapkan
Pertama
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19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 43

Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;

20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2025

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Kerja
(Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana
dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026
sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Tahun 2026 setelah tercantum dalam
Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran
Sementara.

Agar seluruh personil di Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut
mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala
kesungguhan dan penuh rasa tanggungjawab.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 16 Juli 2025

Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)

Wakil Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
Kepala Bapperida Kabupaten Tanah Laut.



KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana yang
telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tanah Laut dan demi kesinambungan pelaksanaan RPIJMD, Renstra SKPD
khususnya untuk tahun ke empat, maka disusunlah Renja SKPD untuk Tahun
Anggaran 2026 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD dan
Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

Disusunnya Renja SKPD adalah dalam rangka penyusunan RKPD untuk
Tahun 2026 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan, akan
dituangkan dalam KUA/PPAS Tahun Anggaran 2026 yang merupakan dasar
dalam penyusunan RKA-SKPD. Dimana RKA -SKPD setelah melalui
pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan kedalam RAPBD  Tahun
Anggaran 2026.

Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD sangatlah penting artinya
dalam suatu proses perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi, baik
untuk RPIMD maupun Tujuan Renstra SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan Renja SKPD tidak saja memuat Program
dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun
anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program
dan Kegiatan serta Sub Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan.
Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi
dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam Renstra
SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

Pelaihari, 16 Juli 2025




DAFTAR ISI

PENDAHULUAN ..ccccosceccscccsccceessssssscsssesses exesapennansannetsoRIREEIRIRRRASRIRORIRS 1
1.1, Latar BelaKang .........ccccceceeeereeesroncorosaraasanssnssarssnsnssasossassissssisspssassassasassssssssssassnsasionss 1
12, Eatusiit TN o omoovimis s s s o aeisis seoss v s s s s s ras S st v LS

LU T O S

1.4, SiStematika PENULISAN «..oeeie e eeeeeaae s e e seessassnssseeeessnsbansssasssassesssnsassneasns

BAB BLoroneossnserssnsisssisisisnsiissssssissssisainiassiisormmaemvismmenisamasossesossy SRR RseIeeRe 6
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Peranghkat Dagtal. . cisinsiisssisiisissississsisssiisssssisassssomssomsenmmsmimnal
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.........c.cccoevnivincnioniiniiencnnisninnnens 22
2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ............. 24
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..........c.ccccoccevvvinnviinnnnnn. 27
BAB IIL...cccccccosssssasssssssssassosossasassassoscesssssssasssasssssossesssssssssssncussasssonsassassnsassnsssase 29
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH......cccocceinivirsnecsanees 29
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional............ccccccovisiccrnisinssssisessnsnssasssnssinnsiens 29

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .............cccccocrnivrinsrisnncsicssnncrnnns 31
BAB IV iccicssasnssssssssssssorsnsisassasonsasoins sesessisassasennessssssssassstIstRReUTRRsOsISRIRIEISS 33
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...... 33

4.1, Program an KeBIatAN ... qoesrssmsnmstrizssssstsssionssivssssisiissiossomsnis i iopmmm T iie 00
BAB YV sessssascssssssssssesssssesnee 60

PENUTUP & R Sy 60




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat: J1. A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telegon : 0512-2425788

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB RENCANA KERJA TAHUN 2026
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di

bawah ini:
Nama . MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
Jabatan . Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanah Laut

Menyatakan akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja
Tahun 2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dalam dokumen
Rencana Kerja Tahun 2026 tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kami akan melakukan evaluasi terhadap rencana kerja dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari,

CSEINIP. 19661227 198703 1 002



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menyusun
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD
merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam
bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin
penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan

efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra-SKPD, hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang
dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan
kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra
SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu
perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan
penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk
mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun
dalam RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan
RKPD, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS sebagai dasar
nantinya penyusunan RKA SKPD. Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan

dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan



adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka

pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2025 dilandasi oleh :

1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan
mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I1 di Kalimantan;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6398);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



10.

1Y

12.

13.

14.

5.

16.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781):

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, Rencana
Kerja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah Perencananan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2008 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
10);

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11):
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah
Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor
11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten



13.

Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25):
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas dan
Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut:
18. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.

Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten

Tanah Laut Tahun Anggaran 2026, antara lain untuk :

a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya.

b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan
dan perencanaan program.

c. Menyelaraskan program dengan penganggaran.

d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan.

e. Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan
sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya adalah :

a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu)
tahun anggaran.

b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dan Sub
Kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.

c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan
anggaran dan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada BPKAD
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.

d. Dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Tahun 2026 setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas

Plafon Anggaran Sementara.

Dengan demikian maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja)
SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah
yang jelas berupa program dan kegiatan serta Sub Kegiatan dengan target
kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun

anggaran 2026.



1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja ( Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026

disajikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan
Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.Terdiri dari uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud

dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
BAB 11 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Penclaahan Usulan Program
dan Kegiatan Masyarakat.

BAB Il TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran

Renja Perangkat Daerah.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisi uraian tentang Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP
Berisi tentang catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak

lanjut.



BAB 11

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD,
serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, apabila laporan evaluasi
pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi
berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya,
dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen
Renstra SKPD. Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang
mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang
direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja
sebagai instrumen penilaian. BPKAD Kabupaten Tanah Laut, selain mempunyai
tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator pengelolaan keuangan

dan aset daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

TABEL EVALUASI TUJUAN, SASARAN, PROGRAM TAHUN 2024

KET.
y . s TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TIDAK
) ] 1 D H 5 [
NO TUJUAN / SASARAN / PROGRAM INDIKATOR | SATUAN 2024 2024 2024 TERCA
PAI
Tujuan Sasaran Program
1. | 1. Meningkatkan 1. Terwujudnya 1. Program Opini
Pengelolaan Tata Kelola Pengelolaan 1 :pora a
Keuangan Daerah | Keuangan yang Keuangan I;cusngan OPINI WTP WTP 100%
Akuntabel Daerah Daerah
2. Meningkatnya 2. Program Persentase
Sistem Pengelolaan ketersedian
Pengendalian Barang Milik kas daerah B 100 100 100% -
Ketersediaan Kas | Daerah sesuai dengan
Daerah SPD
3. Meningkatnya
Kesesuaian ﬁ:;:ann:;;ra
::::::ggnran n yang sesuai Y 100 138.82 138.82%
Perencanaan dengan
Percncanaan
2, 2. Meningkatkan 4. Meningkatnya 3. Program
Akuntabilitas Akuntabilitas Penunjang
Kinerja Instansi Kinerja BPKAD Urusan Nilai SAKIP -
Pemerintah Pemerintahan BPI\’AE) Nilai 82 82,85 101.04%
Daerah
Kabupaten/Kota

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja

atas pelaksanaan Renstra BPKAD kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 yang



mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun
2024 secara umum pencapaian kinerja pelayanan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah
Laut selama 1 tahun cukup berhasil dan sasaran yang ditetapkan dapat terlaksana
dengan sangat baik. Tidak mudah memang untuk mencapai apa-apa yang telah
ditetapkan, karena dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan
dalam Renja selama kurun waktu 1 tahun adalah juga merupakan implementasi
dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-
2026 tetapi bukan berarti sempurna, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi,
sehubungan dengan tugas dan fungsi BPKAD selain tugas dan fungsi selaku SKPD
juga sebagai SKPKD (PPKD) dan BUD.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran
2024 pada umumnya sudah tercapai target pencapaian kinerja secara keseluruhan,
tidak memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan
prioritas dalam suatu kegiatan.

BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang
melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset
daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar
vang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing
Kementerian, namun demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat
dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2024 pagu anggaran murni sebesar
Rp433.968.896.348.-setelah perubahan adalah sebesar Rp 331.262.636.438.-
berkurang sebesar Rp 102.706.259.910.- dengan realisasi pada akhir tahun 2024
adalah sebesar Rp 298.951.078.925,.-.atau dengan tingkat capaian kinerja belanja
langsung SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah
Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 90.25%.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD untuk saat ini cukup
memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya
seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor
lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Evaluasi atas pelaksanaan RENJA SKPD BPKAD tahun 2024 yang telah menjadi Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
BADAN PENGELEOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
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i h_.i._.u_.. {outcom Porinde Rensira st dengn tiban 2024 {n-1) yang Realisam Kinera Smnpal Dengan Triwulen Anggumn Rems Realisnsi gﬂﬂa‘-_.?_u_._n Tahun s/d Tabum 2024¢ Akhir .qE“E_ Pelalsannam Realisasi Anggamn ﬂh:n._d B Ket
ey Renia Tal dicial yang dievaluns 2024 M) Renstra Tahun 2024) s tahum 2024 (%) b
Kegiota i L ievalims 2024)
5 HIZY (=)
fotpant )
1 1 m N
6 12 13«12 100% 17
" 5 7 B 9 10 1 4=6+12 15=14/5 x 100 16
K Rp K P K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. K Ry K Rp K Rp
PROGRA BPKAD
™M Milui
PENUNIA Kepuisy
NG an
URUSAN sckretan 408 <517
PEMERIN al 53,20 0.1 0,00 ] &9 154824 47422 33578272 311035 3.172.650, - 14380 0,00% F2,90% B850 T4.383 1157 %
TAHAN peraigh 85 B3 408 ThSY 45 #.707 #50 15,764 =
DAERAH o a
KABUPAT | duseral
ENKOTA (Milai)
Perencana Persenun
an, -
Pengangpa Crpatan
ran, dan Perenci
Evahuasi T
Kinerja Penggan
Peranglat genmn 622 48,13
Daerah dan T4 000 - 1% _.«.smu.h » - 50 5525575 13 u.uMu&._.wq i 5937335 2 _u.wﬂ.”n“ A0 B304 A0 14,987 |85 00% My
Evaluasi 60
Kinerja
Perungk
e
Bracrah
(Pereen)
Penyusunan Jumlal Tudak
Dokumen Dokume Ada
Perencinan n
n Perunghat Perenca
Dhoerab mian 6| 2 70809 174
Perangk w7 o.00 al L] ® 495, u.._ﬂ - R ] £80 000 4 3 m-:#.__d 1 2676 825 6 7 §..5= 1000086 335 6,00 7,080,900 0,00%% 5
[} n ks
Dueraly
lessisn
L)




Byl * Jummtaky Tudak
Kingrja Lapdoia [~ Adii
Peranghul Evaluasi
preat .n?.!_mr_hnu__ e | 3 0,00 6 | 949784 3 1 1 1 6 | 790628 100,00% 3,248, 6,00 100,00% A%
__, ' 387 > Y el 5 4,645 575 3260710 ] s y L ¥ 7,906,285 i %
Ducrah ¥
iLapora
LK
Administra Persenin
sl =
Kennngan capaisn
Peranghat Adminis
Dacrah trasi 280 5340
Keatug 39.7 0,00 hm BRUR 04 15 19755 50 2403, 15L0 5 L6574 iy 2131410, 150 BIT5 M 230,00, 93,00% 250,00 8273842 82 0.0 "
n 4.2 1363 39655 43 L UHT 2838 5
Perangk k]
l
Draeruh
(Petncn)
Penyediaan *Jamlah Tidak
Ciaji dan Crramng Addn
Tunjangan yang
ASN Mener 180
g as00 | 161 0,00 s | wssod s | 1eer2 2 | 24029078 0| L w | 2107 16 | w2684 100,00 93,04% 17600 | #268430% 400,004 a9
T 345 7173 49193 43 500 687 0525 5
unppng T
an ASN
(Chmng/
bulan)
Peliksanas * lomkah Tidak
n Daloume Ada
Penataussh "
aan dan Penata
Pengujimy salaan
Werifikash din
Mmﬂ.c._ﬁs r?auw_anu 94,00 “.w.w 0,00 o | 3 S._a._“ 27 ...,.,“H_.w S0l po— 7s | u..:.m o0 it Pr— o ._H.k_.“h 11000, 000% 74,40 24,00 sd4ii a0 10601 ﬁp.ﬂc
o (3
Kemng
an
SKPD
(Doknm
en)
Adminfstra | Persents
] "
Kepegawal | Capoian
an Adminis
Fatmighm. [} e 120, . §7.46
Daerah Kepega 100,000 000 .00 100 46,8975 15 39.650. 50 5 100 N0 39.650.0 250,004 K4, 35% 25000 30,650,000 250,008 %
Pemngk
at
Dacrah
(Person)
Peagadun *Jurnlith Tidak
Pakaian Pakel Ada
Drinas Paikainn
wana_ e 9.0 ; 57,46
tribast beserty 100 | oo 0,00 1| dosurs 1 19,650 1| aweseln 160,00 54,55% 1,00 59/850,000 100,004 %
Kelengkapa Adribul 8 [hi] (LE1] [y e
YA Kelengk
ipan
(Paket)
Hiimbringun *Jumbah Tidak
Teknis Orang A
Implementn ving
5 Peratumn Mangik
Perundang- I
Undungan Bimbin
ﬂ
s
limplem s | S0 0,00 i 0.00% 0.0 0 1 0.00% ot
cntasi o0
Peraturn
n
Perunds
-
Undung
an




Admls Persenti
s Umam | &
Peranjkil Cirpainn
Dacrah Adminis e
.ﬂ! Lo, o0 T4 1,00 10 3185142 5 1474 -50 671 82607 75 1.042.80 (] 601825 69 250 366387 250,00% 95, 17% 250,00 36638769 230,00 Y
i 550 1,618 20890 1 4.306 7 6964 1 i
Permngh 3 ;
5
o
Dierih
(Perscn)
Penyedinan *famlah Tidak
Komponen Paket Adn
Insnlasi Kompon
ListrikiPene n
mngan Instalast
Bangunan Listrik/
Kantor Peneran 16 : 31
gan 1,00 Hw._.u 0,001 4 7496 50 1 6747 00 4 4 L7470 100, 0¥ 90,00% 4,0l 6.747.000 ) D . a_r
Bangun . i 1] o A
(1]
an
Kantor
yang
Disedia
kan
{Paket)
Penyedinm *Jumlah Tidak
Perlaim Paket Ada
dmn Peralai
Perlenghup 1 dan
s Kanlor Perleng T 158
kapan .00 aoo 0,00 0 1.269.27 15 H2i, M6 mn 1228000 ) 59,7550 el 217.99.00 19 L107.09 93,75 BT.22% 18,75 1107095 40 375.000% eww
Kanior g 2] 400 S i o 540 0
yang
Diisedin
Jean
(Pt}
Pemyodinan | *Jumiah Tidak
Pemlatan Poket Ada
Rumah Peralaia
Tangga o
s o0 | 14 0.0 9 | ssenrs v | amso 9 9 4 v [ waesoo 100,005 8.62% ol e 100,000% ot
yang, 13 ¥
Dhsedia
kit
(Paket)
Penyedizmm *Jumiah Tidak
Bamng Paket Ada
Cetnkan Harang
dun Cetakim
Penggandsn | dun 165, 5 ¥ " F 3 s s F = oo i i 25,80
n Penggan 300 000, 0,00 49.999 % 5 40096 5 3800,000 3 3624 k 10,400,000 ] 425724 100,y 5. 15 5,00 42572400 166,67 "
dann o0 44 Ly (1] o
yaug
Disedia
kan
(Paket)
Penyelengg *Jumish Toak
nram Rapat Laporan Ada
Koordinasi Pemvele
dan NEEAME
Konslasi n Rapat 271
SKPD Koordin ¥ 2 7092
: 200,000 .00 (AL kL1 197800 L] 495159 % i 801 FT 2 470444 300 31851669 300 196812 100, 005 99.65% 306,00 L968.127.16 150006
e 0.00 0000 0 | 506 7 7164 1 %
Konsull - frcd
o
st
SKPD
(Lapara
n)
Penatmnsah *Jumlah Tiduk
man Arsip Dokume Ada
Dinumis o
poda SKFD Pematan
ey “M._m_ 2 SH.TM 1 13000 1 2 444,990 2 2 SO7. o). 100, 0%, iy 200 100, 06 My
Arsip 200 . 000 T, Al x E L), 00y K L X iy
Dinmis 949 #3 000 o0 45000000 000 i ]
pada 2
SKPD
(Dokum
eny

10




Dukmgan * Jumkah Ttk
Frinksenna Dokume: —— e = Ada
n Sistem n
Pemerintah Thukung
an Berbasis an
Elektronik Pelaksa
pada SKPD naan
Sistem 150, i s 15,00
P i Lo 000, 0,06 I} eqﬂ“ ] ﬁ.ﬂ....:: 1 H..ﬂ.-...._ﬂ. 10000 0 1,00 22500000 104009 W
tahan Oiptd
Berbasis
Elcktron
ik paika
SKPD
(Dolkum
en}
Pengadaan Persenty
Barang B
Milik Capainn
Penunjang o
Urusan Barang
Pemerinta Mk 497 195.7
h Daerah Dacrah 300 0,00 o0 1605 50 15 11945 10000 75 100 22110000 150 1.513.73 250,00 94,07% 250,00 1515.733.00 0,000 3&
Primnia .00 3408 03000 ozt 0 3.000 0
g (]
Urnsan
Pemerin
tah
Daesab
(Persen)
Pengadian * Jurmlnly Tidak
Fentlaruan Unikt Ada
Dinas kendara
Operisional sin
e Dunay
Lapangs Opemal 250 15,96
anal 3,00 0. 0,00 4 | #9000 1 #9908 4 | 899080 100005 W%, 400 45,904 600 133.33% -
It :S. L] o 00 S
Lapanga
nyang
DHsedin
an
(Uit
Pengadann *Jumlah Tidak
Mebel Paket Adn
Hﬂn_ 200 | 3 0,00 92 | 288930 v | 2o 9 | 213095 100,00% a5,51% 92,00 4600:00% e
Disedin o 150 ik 00 AT 000 i
kan
(Unit).
i ol (o Tidak
Fermlian Vmit Ada
dan Mesin Femlaty
Laimnyu ndun 100
Mesin Al TR 3
48,00 .00 0,00 54 | 122407 I8 #31.500 221.100.00 38 1.150.73 19,09% W01% IR00 1150, 730,000 Ei A Y -
il 0.00 2955 00 ;130,000 0 0,600 - 0 ¥
yang o
Disedin
Jan
(Limity
Penpgadsan *Juminh Tidak
Sarmm dan Linit Adn
Prasiuran S
Gedung dan
Kanlar mau Prasutan
Banguman o
Lainmya Gredung 140
Kaotot Lo | oo 0,00 1 0,00%, 0,00 0,00 0,00 i
iy b
0,000
Bangun o
an
Laininya
vang
Trisedia
K
{Unit)
Penvedian Perseritn
n dasa e
Penunjung Capaian
Urusan Penyedi
Pemerinta i Jivsa 112
o Penumia | jogo0 | 9o 000 foo | waazr s | s 153 04% 55 w5 | 1saovs, o | mosTs | o0 | essiz 250,008 81,39% 250,00 250,00 et
D sy b 0,00 397 214 9 426 1 590 S e *
Ursan |
2 0
Pemerin
tah
Duemh
(Persen)

11




Peavedizu Tidnk
Komunikasi ran
. Sumber Jasa
Dy Air Kormuni
s biask | ko, S 000 12| s 3| a2ses, 6 | s 9 | siese 1 R [Epm— 12| imean 100,00%, 59,20 17000 | oeieya 0.00% s
Stiber o0 185 903 gt EX| s 243 ol 2 2
Dina
Air dan
Listnk*}
{(Doiabian)y
Fenyediann Jumiah Thedak
Jasa pembay Adda
Pelaynnan arn
Lhmun Jasa 136
Ko, Pebaymn 500 0,00 12 | 4sremn. 3 122,161 3 11205279 3 114 802 1 120,302, 79 12 | 469320 100,k o8 45% 12,00 0,00% 3%
i 000 212 971 : 792 ] EYe) AT *
Uimum X . | .
U
Kantor
)
(balan)
Pemelihara Persenia
an Barung =
Milik capainn
Daerab peimetih
Pennnjang A
Trusan hamng
Pemerinta milik
fan dacmh e 0,00 100 | 254797, 25 | 2040 o [ 75 | 120 100 | oo | 290 | 2028 250,00% 86,824 amonn e 0,00 i
ng
urisan
pemerin
tah
dacmh
({}]
Pemediann * Jumlah Tidak
Jasa Fendar Ada
Pemelibiam an
an, Buya Peroran
Pemeliham i
am, dan Drinas
Pajak i
Kendurman Kendum
Perorangzan an 16 o " 56,96
i Dimns too | ooy 0,00 1 3.5._,.._“ 1 2 ““E 1 £ 400000 1 2 Ju i | 10608300 (I I3 2..“_”_ 100, 00¢% 6132% 1,00 i e 100,00% Fig
Kendarsin Jabatan i)
Dhinuy Ying
Jabatan Diipelitia
m dan
dibsavark
an
Pajakiy
o (Unit}
Penyedizn * Jumbah Tidak
Jasa Kendar Adds
Pemelihum an
m, Binya Dimas:
Pemelilipm Operisl
m, Pajak onal
dan avan
Perizinm Lapan
il B no | 42 0,00 1| ssso0n 1| 10 4| om0 1| 139%s | esmcn 1 | 7669 100,004 o8, 75% W00 | grecong 6% H
Dinas Dhipelita o ] M) o i) " W e
Ciperasional ra dan
ko dibayark
Lapangzn an Pk
dan
Perizina
anmya
(Unit)
Pemelitum * fumbzh Tk
an Peralia Ada
dmtieta | Mon 6
i n i 3 e . 38,
Litthina Lainizyn 500 | wig 0,00 6l t.quc.cu 50 4 ,N“_ 0 50 § 780000 L] 900 000 a6l 13:885:000 LR Y ) :ﬁ,_ 6,484, 6238% 51,75 24515000 1055,00% ﬁn
yang )
Dipelitu
ra {Linit)

12




Pomelibam *Jumibah
an/Rehabitin Godung |-
asi Gedmy Kantor
Kantor dan dan
Bangunan Bangun
Lainnyn an T8 - . ) ) 1610
Ly 1.00 W0 1,00 . 2 _N..r...._.c_d.“v 2 1 d__%: 2 . b1 :WH._ 2 = 2 n7 ﬁhv_: 100,00 96,208, 200 A0 200,00 gy
yeng w0
Dipeliha
m/T¥irch
ablitnsl
{Unit)
Rata-Rata Capaian Kinecja (%) 97.01% 9290
- Sangl
Predilat Kinerjn Sangcal Timget Tinggd
KEUANGAN
“.ﬂgg
PENGELO | Pesens
LAAN
KEUANG | Pomam
A Bovane
DAERAR u
Laporan
Kenamg
el 60,10 0,00 1 . 000 106,00
Pemarin
tah
Dmetah
yarig
fopat
wakin
(Persent
nse)
Persenin
s
Pemam
paimn
Dokume
n
Pengang TH9.
parun S8 301451 71758 11065398 159,549, 40104342 272519, 90,40% 372,519,462 frd
En . 60,00 675, .00 = (0 319.756 Kird 305 &l (6. 183 65 . 462 504 000% 100,00 504
Pemerin s
tah
Dhacruh
yuig
tepat
wakin
(Persent
ase)
Perseam
i
Penyam
paian
Toakume
n
Penatnu
syhaan
H.n_.hse 60,00 0,00 100 . 000% 10,00
Temenn
tah
Daomh
yang
Tepat
wakiu
{Persent
ase)
dan =
Penyusuna Capatin
n Hencana Koardin
Anggaran asi dan 168
Daerah Penyusn / 1346
100,00 927 0,00 100 | 644849, 25 20.250. 30 75 204038, 100 20591799 250 | 524.900, 230,00% BLAD 250,00 250,007
o 145 £ 7% ) 12140 738 ) e 524900 (67 4
i 0 ;
Angynm
n
Dsicrah
(Persen)

13




Koordinss:

Tidak
o Doknme: Aok
Penyusunan n KUA
ras | Eeas o | Mo 0,00 2 a5 1 | n 2 2 | I a1 2 100,00% e i
A ; . 902 . LAY 2 11,048, 160 L1200 914000 682 00,003 % 0 19,682 160 [
vang 300 4 ] ]
Drisusun
(Dokum
en)
Koardinasi *Jumlal Tidnk
dan Dokume Ada
Pemyusunan n
Perubsbian Perubah
KUA dan an KUA
pac | Pebeb g | %3 0,00 2 | 433503 1 | waemo 1 | 29687k 10,00 68, 480% 2,00 66,67% 265
i 3% ! = B s 50,000 1369 K50 o6 S 2TRO00 0 ol " Y 29,687 850 y b
PPAS ol
vang
Disisun
(Dokum
on
Koardinas, *Jumiph Tidak
Penyusunan REA- Ada
dan SKPD
Verifilas VEnY 450 - . 043
RKA- Diverif 40,00 00 00 Ll 15 e..xww 40 40 40 1 w.“"mc 0 a0y | T20.584 40 14 ?.n...w 101, 004 YEAW 40,00 14620884 100,000 "
SKPD kasi L]
(Trokum
L]
Koordinasi, * Inmlah Tidak
Penyusmnan Perubah Ada
dan m
Verifikas REA-
Perubilan SKPD 480 M2
RKA- el 40,00 w0 0,00 40 15 e_.vx,eh 40 40 a0 L pﬂ.a 20 40 2623.200 ([ it gq..c“ 100, 0ot T4.258% 160,00 11878400 A0, Tk .
SKPD Divertfi on
kasi
(Dokum
en)
Roordinas, *Jumluh Tiddak
Penyusunon DPA- Ada
dan SKPD
Verifikasi g 121 & 9,539
DPA-SKPD | Diverifi 00 |50 b bl JELEE 2 " % 766476 400 00 Ll a.00% aM% i 1167276 i "
kst 1]
{Dakum
on)
Koordimsi, *Jumlah Tidnk
Pemusunan Perubal Adda
dan an
Wernfikasi DPA-
Mﬂ.._ﬂm!.r_...u w_pw_.”_u 40,00 ._ww”. 0,00 STV = RR T 40 a0 an 40 640582 L P 100, 0% 16.02% 40,00 40582 100,005 ”.,a_fu
Diverifi i %
e
(Dokum
en)
Koordims * Jurmtih Tidak,
dan Peratuny Ada
Pemyusumnan n
Peruturan Daerih
Diaerah lentang
Ienlang APBD
APBD dan dan
Kepoln " a0 | o2 0,00 2| 2sioo 18,750 2 | imosen 11201800 2| 219888 100 00% 6.14% 200 100,00% pant
Ducralt Kepala e 249 o0 69.237.865 ™ o 465 s &
tenting Draemh
Penjabamn teninng
APBD Penjabar
wn
APBD
(Dokum
em)




3,00

238

0,00

2 234759

(11}

86042 |85

2939

6,00

720
177
1]

0,00

EURLCE S
8

21.533 865

29,50

100,00

s
624

0,00

147455,
. L -

126.632 852

1080
2%

480,00

0,00

7.268.04
3

60573582

1377

0,00

40 9185
it

2 1o T - ~ 1 86 42 W, 5y
250 69,758 126 145

2 8253000 - - 213338 FU, 0
o T @abd 400 68

k-] 154050 L 150 126,632, 150,00%
o0 L1665 MK 850

ing . 6 N 12 604715 100, (4
2

112500 2 2 411428 B (M
o 2,075,000 W

41,192 300

2525

15




Koordinas: * Jumlah Tk
Pelahsanan Dokume — — Adiny
n Piwang n Hasil
dan Utang Koordin
Dacrh 51
yang Prlaksy
Timbal nan
Akibat Protang
Pesigelolum dan
s, Utang
Pelaksanaa Ducrah
o Analisis yang
Peintayitn Tembul
dan Akibai
e on 100 | 254 0.00 WETE 581000 1 1| uzwo 100,00 T61% 100 100.00% 0
Ducri Pelakss f o A e y 4360000 o o AE% ; 11,230,000 : %
i
schagal nEm
Optimphisas Apalisis
iRas Pembiay
Jan dan
Penemp
tan
Uang
Duerah
sehagai
Orptomal
SESL
Kus
(Db
)
Penyusunan * fumnlish Tidak
Patunjuk Petunju A
Teknis & Teknis
Adminisims Adminls
i Keunngan trnsi
yang, Keuang
Barkaitin an yang
dengan Berkaila
Pencrimaan n
dan dengan
Pengeluam Penerim
0 Kis sera et dany
e sy | =9 0.00 2 | 1amesz 14750 3,060.00 2 2 | nssio 100,00 §3,13% 2 ! 100,00% i
e s 30 w0 S48 00 0 im0 0 SR )
gEwaban seri
Suby Penian
Kegiutan suhann
dan
Penang
Bungimw
aban
Suby
Kegiata
n
(Dokum
enj
Pesnibrinian *Jumlah Tidak
Pemtansah Onng Ada
A g
Keungin Mengik
Pemertaly unn
Kabupiten/ Pembing
Kot un
Prosny 120,00 H“ 00 a2 [ _v__:.w 82 44530 ¥ %2 435000 #2 730,000 82 56,6000 HIET £7.21% 82,00 S6.600.000 GRI3N Ea% ;
Keuang To0 i ool o #
I
Pemerin
tah
Kabupat
K
{Oning)
dan 50
n Koordin
Akuntansi asi dun
dun Peluksa
Pelaporan T 136 w13
Keuunngan Akuntin 100,06 440 00 W0 | 99E 66 25 136, 16% S0 29931830 73 202,950, 100 248532 85 250 906,971, 250, P82 250,00 B06.971 §T3 250,00% e
Daserah ) dani 700 258 730 0 693 0 13 |
Feinporm o
"
Keuang
wm
Tracmh
(Persen)

16




Koordinas

L Tidak
Pelabsanis Lasparun Al
n Akuntans Hasil
Penerinman Koordin
dimy s
Pemgeluirn Pelaksa
n Fas i
' e 700 | 277 0,00 149,990 1658 144,001 1, 96,07 2,00 100,00% i
Pencrim ﬁ 000 175 1480250 25601250 90 144,001, 780 %
iy clain
Pengelu
aran
Kas
Dryerah
(Lapar:
L)
Rekonsiling * Juenlaly Tiduk
b dan Dakume Adn
WVeaifikasi u Hasil
Aset Rekonst
Kewijibern, Tiass don
Elaiias, Verifiku
Pendapaten, s Asct,
Belangs, Kewajib
Pembiaypan | oan,
i s a0 | 27 000 154 905 20653 144849 1000675 93.45% 400 1339.33% 3
w_mm.ﬂﬁa._ H.eﬂ ] qouaﬂ_.u_ i T e ol ST AP 700 B = . 144,849,700 - %
Beban Belanja,
Pembiay
i,
Pendapi
L=l
dan
Bebuan
(Dokum
enj
Koordunan *Juntalish Tidak
Penyusunan Laporan Adn
Laparan Perang
Pertanggun Bungiaw
Elwaban abant
Pelaksanza Peluksa
n APBD T
Bulanan, AFBD 488 3 " 36,26
Triwulanan | Bula ek MY % Ec.._u.w_u :_.m.q__. 60474 300 72218050 i, 100.00% HA% BOO 1 97,200 700 AHEI% "
dan 00 s
Semestenin Triwula
st dan
Semesic
ran
{Lapura
n
Konsolidasi *Jumiah Tidk
Laporan Laparmn Adn
Keuangan Kenang
SKPD, an
BLUD dan SKPT
Laporan BLUD
Kenangan dan
Pemerimah | Laporan
Dacrahy Kenan 135 63,01
S 1o | G 0,00 149,977 1#748 Sh13875D p— 148,666, 100,007 99,13% 400 | ncsasio A00,00%% w
185 Dy R0
Pemerin 0
tal
Derah
yang
Terkons
obidasi
{Lapora




Tidak
dn Hunenng — A
Penyusunan i
Rancangan Peranira
Perututan n
Diaerah Daermh
Tenang Tentang
Pertanggn Penang
Brrwiaban Bungiaw
Pelaksanan uban
n APRD Pelaksa
Provinsi nn
dim AFBD
Rancangan Fabupat
Peraturm en'Kota
Kepala dan
_nnz._’mn..”_«.. “.Hﬂh-_ﬁ 6,00 o o0 L 218208 1193 10 572.75 & 17.125.0 b 187.078. (LRI E RE, T 6,00 00,00 2131
Penjubarn | Peratura sy 551 s I o0 TARTAN 153 ISTO78 4SS )
Pertanggun 0
Hpawanban Kepala
Pelaksanna Derah
1 APHD tenbiig
Kabupaten/ Penpibar
Kot An
Pertang
sungjiaw
aban
Pelaksy
uaan
APBD
Kabugat
en'Kota
Dok
enj
Koordinasi, *Jumialy Tidak
Stntkroniss Daokume Ada
i, dun ot Hasil
Penyelesia Koordin
o Tuntuon nsi,
Perbendaba Sinkroni
rnan dan taasi, dan
Tuifutan Pemvele
Keruginn saimn
Taseraly Tuntu 109, 14,46
n 12.00 600, (n0n0 12 19.966.7 20.838 4.280.000 1] 03582 12 4,490 000 12 17.764.8 [LVR U4_49% 12.00 7 764,428 6K, 00 Py
Perbend oo 45 Tk % %
abarman
dun
Tumina
n
Kerugia
n
Dracrah
(Dakum
en)
Pembrmann *Jumiah Tidak
Akuntans, Orng Ada
Pelaparan yang
dan Mernigik
Pertanggun utt
ifawithan Pembina
Pemarintah m
Kabupaten/ Aduntnn
o Pel 0, b .00 W | 9w 4 7 i 1315 o % 160,00 AODU%, A0S
apar 00 350, 120 4.999 3 ] 19,7966 Bl H51e30 160 | 673159 10K 29, 76% 1315900 X %
ndan o i ] 0
Pertung
Buiigw
by
Pestierin
talh
Kabupai
en/Koty
(Oming)
Peaunjang | Persenta
Urusun L
Kewening capalan
an Pennnga
Pengelolia ng
" s ™
vz [ s 0o | o83 00 100 | 299660 71,807 697841 42 s | 1seam, 100 | wes2e | 2% | 2me0, 250,08% 90,42% 25000 | 2709609, 250,00% i
it ol 7 46470 470 8173 1 301 555 51} 949,012 02 :
750
nan
Kenang
an
Dacrah
{Persen)

18




Analisis

* Jumbaly

Tidak
-1 Lapomn- _ —_— Akt
- dan Hasil
Penyalumn Amalisis
Bantuin Perenca
Kevangm (] 763
o i Boge | o 0,00 10 | zmoadn wo | s o | ea7 s o | 150 130 | wotsdsd | 10 | m0em 100, 00% 09.86% voon | 2m0masT 100,00% 2
e 372, 290812 AT9 413 1 0 355 n 187012 12
Bantuan e
Kouang
an
{(Lapars
n
Peagelolann * Jumbsh Tudak
Dana Laporan Ada
Dharurat dan Hasil
Mendesak Pengelol
wn
Disa 1,00 M___w 0, ) 39.2192 103 oy 1 T14.762 00 1 RET 762 0, [ 3,04% 1,00 1000, U 42
Darurat \ et ; Rt TIL000 0030 o 2 ot oKD, b » 887,762,000 T N
Mernides »
ks
i Lpors
)
Rate-Ratn Capabien Kinerja (%) [UIRTEY LTS
Predilon Kinerja Sangat Thiggl w_ﬁ
PROGRA Baditi
M W:E- Pengelol
PENGELO i
LAAN Petyan Keuangs
BARANG | BOM i dan
MILIK Pty Asct
DAERAH n Dagrah
Asct
Lancer
berp 0,000 0,00 160 0,00%, 100,00
Porpedin
an dan.
Asct
Lainmyn
yaug
tepat
wakin
(Persent %3
bek) 634 143286 54856 291.849.17 482966 1.440.725. 120478 B0 12.047 8452 a_—_«_.“_u
Persenta ny B2 TR o 2713 64 45257 1
L 44
Barang
IMillik
Dacruh
vang
dimanfa
atkan
SESuaEl
dengn 6,00 0,00 o 0,00 100,00
Peratarn
n
Perundn
ng-
Undang
m yang
bertkuy
(Persent
L]
n Burang B
Milik Capaian
Daerah Penpelol 293 - e
am 100,00 634 000 100 143286 25 54856 0 29ERLT ] 4.R29.66 100 1440725 50 121478 250,004 B9, 08% 250,00 12047 8452 250,008 éww
Borang 729 3324 0. e o 2713 674 45257 57 1
Milik 4
Daerahi
(Persen)
Penyusumian * Jumlih Thdak
Standar Standar Ada
_— O 0,00 i | ose2 49500 T 1| s 100,00% 31.08% 100 100,000 ol
g : 839, " 2 G 12,361 800 ? 3.750,000 T : L f A0H63.600 %
susn 400 4 o (] (]
(Dokum
en)

19




Penyusunan * Jumbah Tidak
Binndar Standar - A
Midik Milik
Daemhdan | Duerab
Koo | S ol X 301,08
dreo | 700 1,00 4 | awmss 4 TRET a 4| e n 104,504.11 4| 414130 100,005 B, 5% 4,00 | 4141 50708 100,009 2
icad A 0.0 2811 45200 7oA ] 6 7083 3 5.3
(1]
Dacrah Barang
Milik
Duemh
(Dokum
&)
Pemyusunnn * jumlah Tidak
Kebijakan Kebijak Ada
Fengelolnan | an
Barmng Pengelol
M i Lo | Goe 0,00 1 | weer 3 | samoe 2 | ieaseone 2 | 24300 1100, 00% 2,079 T | B 20,0405 G
Milik 00 33 g s
Duerah
{ Drokum
en)
Penatausah *Jumlsh Tiduk
aan Borang Lapaoran Adn
Milik [—
e o 16,060 810, (L) 1 340 358 i 42530 4 4 117 58 4 2015 600 96 1 4547 o, B, 1% i, 00 {5 Bk
wm.m.:wﬁ . 500, | 6 | 3 W 000 .09 o L 40,56 .__u_o 106,041, RE W | i diiing 100,004, %
i w2
Dracrah
(Lapara
n)
Inventarisas *Jumlah Tk
| Barmg Laporan Ada
Milik Husil
Dmerah Toyentar
) oo |29 000 1| 61ane 103000 | 1| 2026 100,00% 7.45% 100 100,060% M
s ; 750, v i ; 12.221,600 L . . 23,021.600 " %
ng 000 L e [
Milik
Dmerah
(Laporn
nl
Pengamiana *Juminh Tiduk
n Barung Laporan Ada
Milik Hasil
Dacrh Pengam
i a0 | 408 000 3| mras 7424 262 694 3 3| 4 100,00% 2,16% 3,00 150,00 i
”mw..—prq!w 014 a7K 000 3770000 206 T 264254 360 413 152 460 %
9
Dincrith
(Lapora
L
Penilaian *Jumials Tidak
Barang Laporun Ada
Milik Hasil
Daerah Penilnia
n
Barang
Milik
Dracrah
s o0 |36 0,00 4| 1mess 105 683 4 " 100,00% #1.92% 400 #0,00% i
Koordin ﬂﬂ 5% 3000 3160, M0 i 493000 000 111 966000 o
i
Penilam
1]
Barung
Milik
Dracmb
(Lapor
a)
Pengawasa * himiah Tidak
ndan Laporan Adn
Penendalin | Hasit
n Pengaw
Pengelolnam aan dan
g lisn 7 6.3
e e 200 | 837 0,00 2 | raws47 L5268 2 | 4m 2 | e2rerres 1 | e62m 100,06% B8 431 200 | 662082663 100,00%, .
Dacral ”M__E_g w3 081 61,500 I 0,300 ¥ 6638 8 o
98
Barang
Milik
Taserah
(Lapar
n

20




Ciptimalssns * Fumlah Tiduk
b 1 Bolume ~shodn
Pergpareian n Hasil
) Optimal
Ponanfaatn isasl
n Penjzgun
Pomindahty an,
A, Femanin
Pemmismiahia atn,
n. dan Fomindn
Prighapusa Taangnn 378, . 47
v Hatarg iy 9,00 300, 0,00 8| .E.n.“ [ _MM 7 - - i u_‘..wx__. 6 1 928000 | 92 umﬂ.“." LTI 02, 56% 4,00 2.555.980 3 oty %
Milik Pammsn 00l = : ;
Dacrah alian,
dan
Penghap
usan
Barang
Milik
Dy
(Dokum
o)
Penyusman * lumlih Tidak
Laporun Lapormz Ada
Harimg Barang
Mifte Mine 147 198
Dmerly Dacrals *00 oo, 0,00 % 17639.5 42300 - 4% 00 & 436320 4 LTREN # 17,6052 TR 0,819 B0 17603 20 100,00% wy
yang poiny 64 iy 0 [21]
Drvsaesun
{Lapora
1)
Pembinam * fumlah Tidak
Pengelolaan Orang Ads
Barang yang
Milik Mengik
Drerah uti
Penerintuh Pembitn
Kabirpaien/' un
s - sop0 | B8 0.00 361 | 130997 8 | 40462 80 80 | 3710 0 20 | 108208 ®1.10% K260 20,00 10, 007% L2
At . : 3 997, ) ; 2h0 } 108205, 1.1 G0 320, .
B uunﬁ s 30 066, 500 s 57,072 900 650 1018 205,650 %
Milik
Drieraly
Pemerin
tah
Kabupat
en/Kota
[
Rata-Rirta Copaian Kinerja (%) (TR 84.08%
Predilat Kinerja Sangnt Tingg Tmggi
331262636438 TOTAL BATA-RATA CAPAIAN KINERIA DAN ANGGARAN DARI SELURLUH PROGRAM el ] W25%
PREDIKAT KINERIA DARI SELURUH PROGRAM Sangit Tingsi m_..,uﬂ

21




2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa capaian kinerja BPKAD Kabupaten

Tanah Laut Tahun 2023 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan rata-rata

sangat baik, ini bukan berarti tidak ada persoalan, karena yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan dan aset tentulah masalahnya tidak akan ada henti-hentinya.

Pencapaian pengelolaan keuangan, setiap tahun anggaran harus disusun dalam

bentuk APBD dan APBD perubahan sebagai dasar pelaksanaannya, dan

pelaksanaan atas APBD tersebut haruslah dikawal dari proses penganggaran,
pelaksanaan belanja, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan penyusunan laporan
keuangannya. Pengelolaan aset daerah adalah hal yang sama, setiap tahun harus
dikawal dan dikelola dengan baik, karena berkaitan dengan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah, yang setiap tahun dibuat. Kalau tidak dikawal dan dikelola
dengan baik, bagaimana mungkin neraca SKPD dan neraca Pemerintah Daerah
dalam Laporan Keuangan Pemerintah dapat diyakini kewajarannya. Oleh karena
itu untuk peningkatan pengelolaaan keuangan dan pengelolaan aset daerah tetaplah
menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut
dalam rangka pencapaian akuntable yakni yang berkaitan dengan tata kelola
keuangan agar tetap bisa mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) yang sudah kita capai 11 (Sebelas) tahun berturut-turut ini..

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah

Laut selaku koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah,maka keberhasilan

pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik

faktor internal maupun eksternal yang berdampak belum optimal capaian kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau bahkan seolah-olah ada kesan

perencanaan anggaran dari program kegiatan kurang maksimal. Secara umum,

dapat diinformasikan beberapa kendala/permasalahan yang perlu diantisipasi
terkait dengan belum optimalnya capaian kinerja SKPD, antara lain :

1) Adanya beberapa update peraturan perundang undangan. Oleh karena itu,
untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
menjadi lebih baik, maka sebelum menyusun dan menerbitkan suatu peraturan
perundang-undangan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif antar
K/L/D/I1 dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana
kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang komprehensif terhadap

outcome, benefit dan impact apabila peraturan tersebut diterapkan ;
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2) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan, utamanya tentang pengelolaan keuangan dan
aset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi pembinaan,
bintek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan
aset daerah ;

3)  Efektifitas tahun anggaran masih kurang dari 12 (dua belas) bulan. Hal ini
antara lain disebabkan masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur
yang memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap penyusunan
perencanaan anggaran, program Kkegiatan, pelaksanaan, penatausahaan
sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk
meningkatkan kualitas dan pola pikir sumber daya aparatur, secara periodik
dilakukan rekonsiliasi dan pendampingan pengelola keuangan daerah.
Sebagai gambaran atas analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2024 — 2026 dapat dilihat

pada tabel T-C.30 dibawah ini :
Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

SPN/ Target Renstra Perangkat Daerah Reajes P{.:}':?
Uraian Indikator Satuan Standar | KK Catatan Analisi
Nasional Tahun 2024 | Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2024 | Tahun 2025
2 3 4 5 L 7 8 2 10 1"
g:ll':lilr.l-lporan Keuangan — . . wip WP o
Persentase ketersedian kas
daerah sesuai dengan SPD » 100 100 100 100 100
Persentase Penganggaran
yang sesuai dengan % - L 100 100 100 138,82 100
Perencanaan
Nilai SAKIP BPKAD Nilai - - az B3 84 B2.85 83

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sesuai dengan Dokumen Renstra BPKAD
Tahun 2024-2026 bahwa target kinerja indikator yang telah ditetapkan dan yang telah
dilaksanakan serta proyeksi capaian realisasi kinerja SKPD dari tahun 2024 sampai
dengan tahun 2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Indikator sasaran Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
dengan target WTP telah tercapai sampai dengan tahun 2024 telah
mempertahankan WTP sebanyak 11 (lima) kali selama 3 periode tahun Renstra
(2013-2024) tercapai sebesar 100%, sedangkan sampai dengan tahun 2025
diproyeksikan tercapai 100%.
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2) Indikator Sasaran Persentase ketersedian kas daerah sesuai dengan SPD terhadap
pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah capaian Kinerja dari tahun 2024
tercapai realisasi kinerja sebesar 100%, karena Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut telah memberikan keyakinan akan kemampuan keuangan daerahnya dan
sedangkan untuk proyeksi tahun 2025 diproyeksikan tercapai 100%.

3) Indikator Sasaran Persentase Penganggaran yang sesuai dengan Perencanaan
pada tahun 2024 telah tercapai 138.82% pada tahun pertama Renstra 2024-2026,
terjadi adanya penganggaran yang lebih dari pada perencanaan disebabkan
adanya Dana Alokasi Khusus, adanya tambahan Dana Intensif Fiskal, adanya
tambahan Dana DBH Sawit dan setelah adanya TKDD dimungkinkan adanaya
peluang untuk menambah volume Program Kegiatan Sub Kegiatan yang masih
belum terakomodir alokasi anggaran pada RKPD, sedangkan tahun 2025
diproyeksikan tercapai 100%.

4) Indikator Sasaran Nilai SAKIP BPKAD pada tahun 2024 telah tercapai sebesar
82.85 dari target Renstra sebesar 82 dan capaian sebesar 101,04% pada tahun
pertama Renstra 2024-2026, sedangkan tahun 2024 diproyeksikan juga tercapai
100%.

Dengan demikian secara keseluruhan pencapaian 4 indikator sasaran kinerja
selama 1 (satu) tahun Renstra terdapat kenaikan pencapaian kinerja walaupun secara
per indikator sasaran ada yang tercapai, mengalami kenaikan atau melebihi target,
namun secara pencapaian kinerja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dinilai bahwa telah berkinerja dengan sangat
baik hal ini dapat terlihat dari tujuan SKPD yaitu untuk mempertahankan Opini
WTP dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah telah tercapai, sehingga
diharapkan dapat menjadi pedoman program dan kegiatan serta sub kegiatan yang
akan dilaksanakan.

2.3. Isu — Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal (SWOT) di
atas, maka dapat ditetapkan dan dirumuskan yang menjadi isu-isu strategis pada
BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus
mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2018-
2023 sebagai berikut :

a. Peningkatan pengelolaan kenangan daerah
Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlah vital, dimulai dari proses
penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, dan

pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin,
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karena apabila salah pada tahap penganggaran, sudah tentu akan semakin bertambah
salah pada waktu pelaksanaan belanja, sehingga akan menyulitkan pada waktu
penatausahaan dan akan diragukan akuntabilitasnya saat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran yang tepat, akurat, wajar,
memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada peraturan perundang-
undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel
dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah
daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan
daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap
tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

. Kelengkapan penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan isu-isu yang
tidak bisa dikesampingkan, karena begitu penting dan sangat menentukan, tidak saja
bagi kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga bagi nasib
rakyat Tanah Laut. Proses penganggaran yang baik, kesesuaian pelaksanaan belanja,
penatausahaan keuangan yang tertib, dan pertanggungjawaban keuangan yang
akuntabel, bukan merupakan hasil akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, karena
apabila kelengkapan dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah masih banyak kekurangannya, maka penilaian atau opini atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI menjadi kurang/minus pula. Dalam
penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah mengikuti
kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Tentunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dan
disampaikan setiap tahun mengharapkan mendapat opini yang terbaik, karena hal ini
sebagai bentuk cerminan keberhasilan dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang
baik (good governance).

. Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Aspek lain yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi
BPKAD adalah berkaitan dengan peningkatan pengelolaan aset daerah. Disadari
bahwa untuk pengelolaan aset daerah dahulu-dahulunya terpinggirkan, namun
sekarang ini menjadi hal yang sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, karena bagaimana mungkin sebuah Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dapat disusun dan disajikan dengan benar dan dapat diyakini
kewajarannya kalau pengelolaan aset daerah yang disajikan tidak tertib dan
meragukan. Oleh karena itu penataan aset daerah menjadi salah satu prioritas untuk

segera dituntaskan dan terus dilakukan bagi tersajinya suatu Neraca SKPD dan
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Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diyakini kebenaran

dan kewajarannya.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
BPKAD Kabupaten Tanah Laut

No. Permasalahan Faktor Yang
Mempengaruhi

1. Terbatasnya jumlah PNS pada | 1. Keterbatasan jumlah PNS yang memiliki
BPKAD yang  memiliki pendidikan spesifik pengelolaan keuangan dan
kemampuan dalam aset
pengelolaan  keuangan dan | 2. Belum adanya sistem pengembangan SDM
aset keuangan dan aset yang terintegrasi dan

konsisten.

2. Belum seimbangnya antara | 1. Terbatasnya kemampuan aparat pengelola
Rencana Pendapatan Daerah pendapatan dalam merencanakan pendapatan.
dengan Rencana Belanja | 2. Perencanaan pendapatan masih disusun bersifat
Daerah dalam APBD sehingga inkremental bukan berdasarkan potensi yang
APBD defisit. ada.

3. Terlambatnya informasi dari pemerintah
provinsi dan pemerintah pusat berkaitan dengan
rencana pendapatan bagi hasil dan rencana dana
perimbangan.

3. Penetapan Perda  tentang | 1. Lemahnya SKPD dalam menyusun RKA ,
APBD dan Perubahan APBD sehingga memperpanjang pembahasan RKA
masih belum tepat waktu oleh TAPD.

2. Berlarut-larutnya pembahasan KUA/PPAS dan
RAPBD di legislatif.

4. Penetapan  Perda tentang | 1. Belum lancarnya proses penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah daerah (LKPD).
Pelaksanaan APBD masih | 2. Belum tertibnya penyampaian laporan keuangan
belum tepat waktu SKPD bulanan, triwulanan, smesteran dan

tahunan

3. Lamanya proses reviu atas LKPD oleh Itwilkab.

4. Berlarut-larutnya proses pembahasan Perda
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di
legislatif.

5 Belum optimalnya | 1. Lemahnya pengguna barang dan pengurus
pengelolaan aset daerah barang dalam mengelola barang SKPD.

2. Belum dipahami sepenuhnya ketentuan tentang
pengelolaan barang daerah.

3. Belum tertibnya penyampaian laporan berkaitan
dengan barang SKPD

4, Sebagian masih ditemukan oleh auditor

pencatatan aset yang belum diyakini
kewajarannya.
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6. Belum semuanya ketentuan | 1. Terbatasnya kemampuan aparat pengelola

lebih lanjut (Perda, Perbup. keuangan dan aset.

SK) tentang pengelolaan | 2. Beban kerja yang cukup tinggi.

keuangan dan aset | 3. Cepatnya perubahan regulasi berkaitan dengan
diterbitkan/disesuaikan pengelolaan keuangan dan aset.

7. Belum optimalnya | 1. Belum dipahami sepenuhnya ketentuan tentang
pengelolaan bantuan hibah Bantuan Hibah dan Bantuan sosial oleh SKPD
dan bantuan social terkait dan Organisasi / masyarakat.

8. Belum diketahuinya tingkat | 1. Belum dibuatnya kotak saran/ aduan
kepuasan masyarakat/SKPD masyarakat/SKPD
berkaitan dengan pemberian | 2. Belum terorganisirnya penanganan pengaduan
layanan masyarakat/SKPD

9. Belum tertibnya penataan | 1. Belum adanya PNS yang memiliki pendidikan
arsip/dokumentasi kearsipan/dokumentasi

2. Terbatasnya ruangan untuk pengelolaan
arsip/dokumentasi

10. | Belum tertibnya penyajian | 1. Tidak terfokusnya PNS yang mengelola
data dan informasi penyajian data dan informasi.

2.4.

Berdasarkan gambaran identifikasi permasalahan pelayanan SKPD beserta
faktor-faktor yang mempengaruhinya, tentunya akan dapat dirumuskan dan
ditentukan isu-isu strategis SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus
mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu
2018-2023. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan
pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui
sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan,
mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra
SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini, didasarkan
atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun tahun sebelumnya,
laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD. dan perkiraan pelaksanaan DPA-
SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun
berjalan.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan sesuai dengan renstra SKPD BPKAD yang substansi
kegiatannya disesuaikan dengan isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas
dan fungsi BPKAD yang harus segera diatasi. terutama yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan dan pengelolaan kekayaan daerah.
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Dalam penyampaian Renja BPKAD, kegiatan yang diajukan tentunya
mengacu kepada RPJMD dan Renstra SKPD BPKAD dengan dana indikatif untuk
selanjutnya diproses masuk ke dalam RKPD dan setelah melalui proses menjadi
acuan dalam penyusunan KUA/PPAS. KUA/PPAS inilah nantinya setelah
disepakati antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi
menyusunan RKA-SKPD.

Program dan kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan
fungsi yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab
tantangan/permasalahan  dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan.
Sedangkan program dan kegiatan yang diusulkan dari pemangku kepentingan tahun
2026 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel T-C. 32

dibawah ini sebagai berikut :

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
BADAN PENGELEOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Program / Kegiatan / Sub

Lokasi Indikator Kinerja Target dan Satuan Besaran Pagu Pola Kegiatan

/ Paket Pekerjaan

2 3 4 5 6 7

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada kantor BPKAD Kabupaten
Tanah Laut tidak ada usulan program dan kegiatan fisik yang diusulkan masyarakat
atau dari pemangku kepentingan untuk Tahun 2026 baik melalui mekanisme
musrenbang maupun melalui mekanisme lainnya. Dengan demikian untuk sub bab
ini usulan program dan kegiatan fisik yang diusulkan masyarakat atau dari
pemangku kepentingan untuk Tahun 2026 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah
Laut adalah NIHIL atau tidak ada.
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BAB 111

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka singkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program di daerah,

khususnya BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan instansi di tingkat Provinsi

Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan

aset, yang menjadi faktor pendorong dan penghambat tidaklah jauh berbeda.

Faktor pendorong dan faktor penghambat berkaitan dengan Renstra Instansi di

tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan

Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan aset dapat dikelompokkan sebagai

berikut :

a. Pengelolaan Keuangan

1) Faktor pendorong :

a)

b)

c)
d)

g

h)

i)

Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya sebagai
dasar pengelolaan keuangan daerah.

Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah.

Adanya simda keuangan.

Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka
peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

Adanya semangat aparatur untuk bekinerja lebih baik dalam
pengelolaan keuangan daerah.

Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi daerah dalam tata kelola
keuangan untuk mempertahankan Opini WTP, dimana dalam hal ini
salah satunya berkaitan dengan tertibnya pengelolaan keuangan
daerah.

Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah melalui
Bimtek/Diklat.

Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka
peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

Faktor penghambat :

Terbatasnya jumlah dan kemampun PNS yang memiliki spesifikasi

pendidikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
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k)

D)

p)

Belum adanya sistem pengembangan SDM keuangan yang
terintegrasi dan konsisten.

Berlarut-larutnya pembahasan Raperda tentang APBD dan Raperda
tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di lembaga
legislatif.

Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan dan
peraturan tentang pengelolaan keuangan Daerah.

Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Masih belum lancarnya penyampaian laporan keuangan SKPD
bulanan, triwulanan, smesteran, dan tahunan.

Belum diketahuinya tingkat kepuasan layanan masyarakat / SKPD

berkaitan dengan layanan keuangan daerah.

b. Pengelolaan aset daerah :

1) Faktor pendorong :

a)

b)

¢
d)

g)

h)

Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya sebagai
dasar pengelolaan aset daerah

Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka
pengelolaan aset daerah.

Adanya simda Barang Milik Daerah (Simda BMD).

Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka
peningkatan pengelolaan aset daerah.

Adanya semangat dari aparatur untuk bekinerja lebih baik dalam
penataan dan pengelolaan aset daerah.

Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi daerah dalam tata kelola
keuangan agar mempertahankan Opini WTP, dimana dalam hal ini
salah satunya berkaitan dengan tertibnya pengelolaan aset daerah.
Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas aparatur dalam pengelolaan  aset daerah melalui
Bintek/Diklat.

Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka
peningkatan pengelolaan aset daerah.

2) Faktor penghambat :

a)

Terbatasnya jumlah dan kemampun PNS yang memiliki spesifikasi

pendidikan dalam pengelolaan aset daerah.
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b) Belum adanya sistem pengembangan SDM aset daerah yang
terintegrasi dan konsisten.

¢) Berlarut-larutnya penerbitan sertifikat tanah-tanah daerah pada
instansi vertikal.

d) Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan dan
peraturan tentang pengelolaan aset daerah.

e) Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman
pelaksanaan pengelolaan aset daerah.

f) Masih belum lancarnya penyampaian laporan aset SKPD bulanan,
triwulanan, smesteran, dan tahunan.

g) Masih banyak pengguna barang yang kurang berkomitmen dalam

pengelolaan barang SKPD secara tertib dan benar.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran, program,
kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada BPKAD Kabupaten
Tanah Laut pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya
dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan  tingkat  pencapaian  suatu  kegiatan  yang  telah
ditetapkan/dianggarkan.

a. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut
sehubungan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan indikatornya adalah Nilai SAKIP Kabupaten
2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan indikatornya adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan telah ditetapkannya tujuan untuk mencapai kinerja yang
diinginkan dan untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut, maka BPKAD
Kabupaten Tanah Laut ditetapkan sasaran. Sasaran adalah merupakan bagian
integral dari proses perencanaan strategis. Sasaran harus menggambarkan hal
yang akan dicapai melalui berbagai proses dan kegiatan agar tercapai tujuan yang
ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan maka Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menetapkan sasaran yaitu

sebagai berikut :
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3. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan indikatornya adalah Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD

Dengan indikatornya adalah Nilai SAKIP BPKAD
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BAB 1V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1)
tahun,yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan
Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi
Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan
melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2026. Selain itu. Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut juga merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-
fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan
dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan
penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari
APBD Tahun Anggaran 2026. Renja-SKPD sebagai salah satu alat perencanaan
merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan
merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan
dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu,
anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan :

1) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang
telah ditetapkan ;

2) Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan
merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;

3) Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ;

4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

4.1. Program dan Kegiatan
A. Program
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini
BPKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD,
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Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD. Mendasari ketentuan tersebut, BPKAD dalam menyusun
program kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi dan
mendukung SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dalam

hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut
menjabarkannya ke dalam program-program kerja lima tahunan dan program
kerja tahunan. Adapun Program-program dimaksud pada tahun 2026 adalah

sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan

Langkah lebih lanjut setelah ditetapkannya Program adalah
ditetapkannya Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan-
kegiatan dan Sub Kegiatan inilah nantinya akan diimplementasikan lebih
lanjut ke dalam RKA SKPD yang akan dimasukkan dalam APBD yang
tentunya setelah melalui proses yang berlaku sesuai ketentuan, dan baru bisa

dilaksanakan setelah menjadi DPA SKPD.

Dalam penyampaian Renja BPKAD, kegiatan yang diajukan tentunya
mengacu kepada RPJMD dan Renstra SKPD BPKAD dengan dana indikatif
untuk selanjutnya diproses masuk ke dalam RKPD dan setelah melalui proses
menjadi acuan dalam penyusunan KUA/PPAS. KUA/PPAS inilah nantinya
setelah disepakati antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar
bagi menyusunan RKA-SKPD.

Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
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Adapun kegiatan- kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud pada tahun
2026 adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD
1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah
2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang —Undangan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor

4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4.5. Penyediaan bahan/Material

4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4.7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

4.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
5.2. Pengadaan Mebel
5.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya.
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6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.1.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6.2. Penyediaan Jasa Umum kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7.1

71.2.

1.3.
7.4.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.

8. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

8.8.

8.9.

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA — SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang

Anggaran

9. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Penatausahaan Pembiayaan Daerah

9.1.

92,
93.

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas
dan SPD

Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul
Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan

Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
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10.

1.

12.

9.4. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan
dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

9.5. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran

Kas Daerah

10.1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah

10.2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

10.3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

10.4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

10.5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

10.6. Pembinaan  Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
11.1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

11.2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Pengelolaan Barang Milik Daerah

12.1. Penyusunan Standar Harga

12.2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan
Barang Milik Daerah,

12.3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

12.4. Penatausahaan Barang Milik Daerah

12.5. Inventarisasi Barang Milik Daerah

12.6. Pengamanan Barang Milik Daerah

12.7. Penilaian Barang Milik Daerah
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12.8. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
12.9. Optimalisasi  Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
12.10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
12.11.Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota.

Adapun sebagai gambaran untuk menjabarkan Program dan Kegiatan
yang diusulkan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 BPKAD Kabupaten Tanah
Laut dengan kinerja yang akan dicapai dapat digambarkan dalam kertas kerja
sebagaimana tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dan tabel Rekapitulasi Belanja Satuan
Kerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.
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PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SKPD TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN TANAH LAUT

TABEL 4.1 RUMUSAN RENCANA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

REALISASI | PRAKIRAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PERANGKAT DAERAH
cmcw”z Cm.w__._a__>zo INDIKATOR 4.”””._”._. CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027 PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM / RENJA TARGET KELOMPOK
NO KODE PROGRAM / PERIODE
KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB RENSTRA OoPD REN.JA OPD TARGET PAGU INDIKATIF SUMBER PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF
LOKASI TARGET
KEGIATAN KEGIATAN OPD TAHUN TAHUN 2026 (Rp) DANA (Rp)
2024 2025 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 156 16 17
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 339,247,651,532.66 321,745,770,378.00
5 UNSUR 339,247,651,632.66 321,745,770,378.00
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
5.02 KEUANGAN 338,247,651,532.66 321,745,770,378.00
1 5.02.01 PROGRAM Presentase Kepuasan | - 100 Persen 13,480,312,533.32 12,917,886,008.00
PENUNJANG Pegawai pada 83 Nilai
URUSAN Layanan internal
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH Nilal SAKIP
KABUPATEN/KOTA | Perangkat Daerah
5.02.01.201 Perencanaan, Persentasa Capajan - 100 Persen 13,721,175.08 Memperkua | 05 Peningk atan | Kantor 20,659,439.00 | BADAN PENGELOLAAN
Penganggaran, dan Perancanaan t reformasi Tata Kelola Pem BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Evaluasi Kinerja Pengganggaran dan politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Perangkat Daerah birokrasi, Pelayanan
serta memp Pubiik
arkuat penc 04 Penyele
egahandan | nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen & Dokumen 799927161 | Kab. Tanah | PENDAPATAN Mamperkua | 05 Peningk atan | Kantor 9,891,605.00 | BADAN PENGELOLAAN
Perencaraan Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Perangkat Dasrah Semua (PAD) politik, arintahan Yang kabupaten DAERAH
Kecamatan, hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Semua birokras:. Pelayanan
KaliDesa serta memp Publik
erkual penc 04. Penyele
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

5.02.01,2.01.0007

Evaluasi Kinerja Perangkat Dasrah
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Jurriah Laporan € Laporan 572190348 | Kab Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningk atan | Kantor 10,767 834.00 | BADAN PENGELOLAAN
Evaluasi Kinerja Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Perangkat Daerah Semua (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Kecamatan, hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Semua birokrasi, Pelayanan
KellDasa seftamemp | Publik
erkuat panc 04, Panyele
agahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
502.01.2.02 Adrrinistrasi Persentase Layanan 100 Persen 10,222,923,769 25 Memperkua | 05. Peningk atan | Kantor 5,312,226,569.00 | BADAN PENGELOLAAN
Keuangan Administrasi Keuangan 1 reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Perangkat Daerah Perangkat Daarah politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
birokrasi, Pelayanan
serta memp | Publik
arkuat penc 04. Penyele
egahan dan | nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemarintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nysludupan
50201.2020001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumiah Orang yang 58/12 10,214,699,10300 | Kab Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05. Peningk atan | Kantor 9,267 226.569.00 | BADAN PENGELOLAAN
Meanerima Gaji dan Orang/bulan Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Tunjangan ASN Semua (PAD) pofitik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Kecamatan hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Semua birokrasi, Pelayanan
KeliDesa serta memp | Publik
erkuat penc | 04, Penyele
egahan dan nggaraan Taia
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
502012020003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumiah Dokumen 350 8,224,666.25 | Kab. Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningk atan | Kantor 15,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Penatausshaan dan Dokumen Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Pengujian/Verifikasi Semua (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Keuangan SKPD Kecamatan, hukurn dan Fokus Pada Tanah Laut
Semua birokrasi, Pelayanan
KeliDesa serta memp Publik
erkuat penc | 04, Penyele
egahandan | npgarsan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
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5.02.01.205

Administrasi

Persentase Layanan

100 Persen 31,500,000 00 Memperkua | 05. Peningk atan | Kantor 75,00 BADAN PENGELOLAAN
Kepegawaian Administrasi Umum t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD 0,000.00 KEUANGAN DAN ASET
Perangkat Daerah dan Kepegawalan palitik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Perangkat Dasrah hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
birokrasi, Pelayanan
serta memp Publik
erkuat penc | 04, Penysle
egahan dan | nggarsan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkaoba,
Judi, dan pe
nyaludupan
502012050002 | Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Jumilah Paket Pakaian 0 Paket 000 | Kab. Tanah PENDAPATAN Memperkua 05, Peningk atan | Kantor 50,00 BADAN PENGELOLAAN
Dinas beserta Atribut Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD 0,00000 KEUANGAN DAN ASET
Kelengkapan Semua (PAD) palitik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Kecamalan, hukurm dan Faokus Pada Tanah Laut
Sermua birokrasi, Pelayanan
KelDasa sertamemp | Publik
erkuat panc 04, Penyele
egahan dan | nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkaba,
judi, dan pe
nyeludupan
502012050011 | Bimbingan Teknis Implementas: Peraturan Perundang-Undangan
Jumiah Orang yang 7 Orang 31,500,00000 | Kab Tanah | PENDAPATAN Memperkua | O5. Peningk atan | Kantor 25,00 BADAN PENGELOLAAN
Mengikuti Bimbingan Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem BPKAD 0,000.00 KEUANGAN DAN ASET
Teknis Implementasi Semua (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Peraturan Perundang- Kecamatan hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Undangan Semua birokrasi, Pelayanan
KeliDesa sarta memp Publik
erkuat panc 04 Penysle
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupst, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nysludupan
50201.208 Administrasi Umum Persantase Layanan 100 Persen 2,093,128 83214 Memperkua | 05. Peningk atan | Kantor 1,835,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Parangkat Daerah Administrasi Umum 1 reformasi Tata Kelola Pem BPKAD KEUANGAN DAN ASET
dan Kepegawaian politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Perangkat Daerah hukurn dan Fokus Pada Tanah Laut
birokrasi, Pelayanan
serta memp | Publik
erkuat panc 04, Penyele
egahan dan | ngoarsan Tala
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Insialasi

ListrikiPenerangan Bangunan Kantor

4]




Jumiah Paket 1 Paket 14,177,301.84 Kab Tanah PENDAPATAN Memperkua 05. Peningk atan Kantor 15,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN
Komponen Instalasi Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | BFKAD KEUANGAN DAN ASET
Listrik/Panerangan Bemua (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Bangunan Kantor yang Kecamatan, hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Disediakan Semua birokrasi, Pelayanan
Kel/Desa sertamemp | Publik
erkuat penc 04. Panyale
egahan dan | nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemarintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.012060002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumiah Paket 5 Paket 80,638,203.30 | Kab. Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05. Peningk atan | Kantor 100,000,000 00 | BADAN PENGELOLAAN
Peralatan dan Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Perlengkapan Kantor Semua (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
yang Disediakan Kecamatan, hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Semua birokrasj, Pelayanan
Kel/Desa sertamemp | Publik
erkuat penc 04. Penyele
egahan dan | nggaraan Tata
pembearani Kelola
asan Pemarintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nysludupan
502012060003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumiah Paket 1 18,686,850.00 | Kab. Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningk atan | Kantor 10,00 BADAN PENGELOLAAN
Peralatan Rumah Paket Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Keicla Pam BPKAD 0,000.00 KEUANGAN DAN ASET
Tangga yang Semua (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Disediakan Kecamatan, hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Semua birokrasi, Pelayanan
KellDesa serta memp Publik
erkuat penc | 04, Panyele
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judh, dan pe
nyeludupan
502012060005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang 2 46,824 462 00 | Kab Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05. Peningk atan | Kantor 65,00 BADAN PENGELOLAAN
Cetakan dan Paket Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD 0,000.00 KEUANGAN DAN ASET
Penggandaan yang Semus (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Disediakan Kecamatan, hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Semua birokrasi, Petayanan
Kel/Desa seitamemp | Publik
erkuat penc 04, Penysle
egahan dan | ngoaraan Tata
pemberant Kelota
asan Pemerintah an
karupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
502012060007 | Penyediaan Bahan/Matenal
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Jumiah Paket

3 17,000,000.00 | Kab Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05. Peningk atan | Kantor 15,00 BADAN PENGELOLAAN
Bahan/Material yang Pakel Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD 0,000.00 KEUANGAN DAN ASET
Disediaksn Semua (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Kecamatan, hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Semua birokrasi, Pelayanan
Kel/Desa serta memp | Publik
erkuat penc | 04, Penyels
agahan dan nggaraan Tata
pemberart Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nysludupan
502.01.206.0009 | Penyslenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumiah Laporan 200 1,400,000,00000 | Kab Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningkatan | Kantor 1,500,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Penyelenggaraan Laporan Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Rapat Koordinasi dan Semua (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Konsultasi SKPD Kecamatan, hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Semua birckrasi, Pelayanan
Kel/Desa sarta memp Putblik
erkuat panc | 04. Penyele
egahan dan | nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nysiudupan
5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Jumiah Dokumen 2 Dokumen 488,052,01500 | Kab. Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05. Peningk atan | Kantor 100,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Penatausahaan Arsip Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Dinamis pada SKPD Semua (PAD) politik, erintahan Yang kabupatan DAERAH
Kecamatan, hukum darn Fokus Pada Tanah Laut
Semua birokrasi, Pelayanan
KellDesa serta memp | PublikD4.
erkuat penc | Penysle
egahan dan nggaraan Tala
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.0201.206.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elekironik pada SKPD
Jurniah Dokumen 1 Dokumen 27,750,000.00 | Kab. Tanah | PENDAPATAN | Memperkua | 05. Peningk alan | Kanlor 30,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Dukungan Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Petaksanaan Sistem Semua (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Pemerintahan Berbasis Kecamatan, hiskusm dan Fokus Pada Tanah Laut
Elektronik pada SKPD Semua birokrasi, Pelayanan
Kel/Desa sertamemp | Publik
erkual penc 04. Penyele
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
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5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Persentase Layanan 100 Persen 494 165,062 88 Memperkua | 05 Peningk atan | Kantor 550,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Milik Daerah Administrasi Umum t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Penunjang Urusan dan Kepegawaian politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Pemerintah Dasrah Perangkat Daerah Fukum dan Fokus Pada Tanah Laut
birokrasi, Pelayanan
serta memp | Publik
erkuat penc 04 Penyele
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asar Pemerintah an
korupsi, yang Balk
narkoba,
Judi, dan pa
nyeludupan
5.02.01.207.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumiah Unit Kendaraan Q Unit 000 | Kab Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05. Peningk atan | Kantor 50,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Dinas Operasional atau Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Lapangan yang Semua (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Disediakan Kecamatan, hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Semua birokrasl, Pelayanan
KellDesa serta memp | Publik
arkuat panc 04. Panysle
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelota
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
502.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel
Jumiah Paket Mebal 41 Unit 76,684,350.00 | Kab Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05. Peningk atan | Kantor 150,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
yang Disadiakan Laut, ASLI DAERAH | reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Semua (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Kecamatan, hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Semua birokrasi, Pelayanan
KelDesa serta memp Publik
erkuat penc | 04. Penyele
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
502012070006 | Pengadaan Peralatan dan Masin Lainnya
Jurniah Unit Peralatan 7 Urit 195,282 300.00 | Kab. Tanah PENDAPATAN Memperkua 05. Peningk atan | Kantor 250,000,000.00 BADAN PENGELOLAAN
dan Mesin Lainnya Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD KEUANGAN DAN ASET
yang Disediakan Semua (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Kecamatan, hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Semua birokrasi, Pelayanan
KeliDesa serta memp | Publik
erkuat penc 04. Penyele
egahan dan nggaraan Tata
pembearant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba
Jjudi, dan pe

nyeludupan

5.02.01.2.07.0010

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya




Jumiah Unit Sarana 1 Unit 22219841288 | Kab Tanah | PENDAFPATAN Memperkua | 05. Peningk atan | Kantor 100,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
dan Prasarana Gedung Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Kantor atau Bangunan Semua (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Lainnya yang Kecamatan, hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Disediakan Semua birokrasi, Pelayanan
Kel/Desa sertamemp | Publik
arkual panc 04. Panyele
egahan dan | nggaraan Tata
pemberarit Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
50201208 Penyediaan Jasa Persentase Layanan 100 Persen 422,000,000.00 Memperkua | 05 Peningk atan | Kantor 850,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Penunjang Urusan Administrasi Umum t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Pemerintahan dan Kepegawaian paolitik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Daerah Perangkat Daerah hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
birokrasi, Pelayanan
serta memp Publik
erkuat penc 04. Panysle
egahan dan | nggaraan Tata
pemberant Kelols
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyaludupan
502012080002 | Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumiah Laporan 12 Laporan 350,000,000.00 | Kab. Tanah PENDAPATAN Memperkua 05. Peningk atan | Kantor 450,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Panyediaan Jasa Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Komunikasi, Sumber Semua (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Daya Air dan Listrik Kecamatan, hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
yang Disediakan Semua birokrasi, Pelayanan
KellDesa serta memp Publik
erhuat panc | 04. Penyele
egahan dan | nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
502.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan 12 Laporan 72,000,000.00 | Kab. Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningk atan | Kantor 500,000,000.00 | BADAM PENGELCLAAN
Panyediaan Jasa Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Pelayanan Umum Semua (PAD) politik, enntahan Yang kabupaten DAERAH
Kantor yang Kecamatan, hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Disediakan Semua birokrasi, Pelayanan
KeliDesa sertamemp | Publik
erkuat penc 04, Penyaie
egehan dan | nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
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502.01.208 Pameliharaan Persentase Layanan 100 Persen 202 873693.96 Memperkua 05. Peningk atan | Kantor 175,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Barang Milik Daerah Administrasi Umum t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD KEUANGAN DAN ASET
Panunjang Urusan dan Kepegawalan politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Pemerintahan Perangkat Daerah hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Daerah birokrasi, Pelayanan

serla memp Publik
erkuat pena 04. Panyala
egahan dan | nggaraan Tata
pemberant Kaiola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeluduparn
5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumiah Kendaraan 1 Unit 2220000000 | Kab Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningkatan | Kantor 2500 BADAN PENGELOLAAN
Perorangan Dinas atau Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD 0,000.00 KEUANGAN DAN ASET
Kendaraan Dinas Semua (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Jabatan yang Kecamatan, hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Dipelihara dan Semua birokrasl, Pelayanan
dibayarkan Pajaknya KellDesa sara memp | Publik
erkuat panc 04. Panyela
egahan dan | nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
Judi, dan pe
nyeludupan
502012090002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan 22 Unit B2,503,50000 | Kab Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05. Peningk atan | Kantor 80,00 BADAN PENGELOLAAN
Dinas Operasional atau Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | BPKAD 0,000.00 KEUANGAN DAN ASET
Lapangan yang Semua (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Dipelihara dan Kecamatan, hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
dibayarkan Pajak dan Semua birokrasi, Pelayanan
Perizinannys KeliDesa sarta memp Publik
erkuat penc | D4, Penyele
egshandan | npgaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
502012090006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumiah Peralatan dan 36 Unit 4284025000 | Kab Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningk atan | Kantor 4500 BADAN PENGELOLAAN
Mesin Lainnya yang Laut, ASLI DAERAH t raformasi Tata Kelola Pem BPKAD 0,000.00 KEUANGAN DAN ASET
Dipelihara Semua (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Kecamatan, hukum dan Fokus Pada Tanah Laut
Semua birokrasi, Pelayanan
KellDesa serta memp | Publik
erkuat penc 04, Penyele
egahan dan rggaraan Tata
pembarant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe

nyaludupan

5.02.01 2.09.0009

Pemeliharaarn/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
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Jumiah Gedung Kantor

2 Unit 5452994396 | Kab Tansh | PENDAPATAN Memperkua | 05. Peningk atan | Kantor 25,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
dan Bangunan Lainnya Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem BPKAD KEUANGAN DAN ASET
yang Semua (PAD) politik, erintahan Yang kabupaten DAERAH
Dipealihara/Direhabilitasi Kecamatan, hukum dan Fokus Pada Tanah Laut

Semua birokrasi, Pelayanan
Kel/Dasa serta memp | Publik
erkuat penc 04. Panyele
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
Judi, dan pe
nyeludupan
5.02.02 PROGRAM Per 100 Persen 315,746,199,640.64 303,602,395,631.00
PENGELOLAAN Penetapan APBD
KEUANGAN yang tepat waktu
DAERAH
50202201 Koordinasi dan Persentase Dokumen 100 Persen 426,496 448 .91 Memperkua 05. Peningk atan | Pemerintah 641,031,185.00 BADAN PENGELOLAAN
Panyusunan penganggaran OPD t reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Rencana Anggaran tepat waktu politik, erintahan Yang Tansh Laut DAERAH
Daerah hukum dan Fokus Pada
birakrasi, Petayanan
seria memp Publik
erkuat penc | 04, Penysle
egahandan | nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
karupsi, yang Balk
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
502.02.201.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Jumlah Dokumen KUA 2 Dokumen 48,711,980.49 | Kab. Tanah SISA LEBIH Memperkua 05, Peningk atan | Pemerintah 60,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
dan PPAS yang Laut, PERHITUNGAN | treformas: Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Disusun Semua ANGGARAN politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Kecamatan, | TAHUN hukurm dan Fokus Pada
Semua SEBELUMNYA birckrasi, Pelayanan
KellDesa serta memp Publik
erkuat penc 04. Penyels
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.02.201.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Jumnlah Dokumen 2 Dokumen 4342383060 | Kab Tanah | SISALEBIH Memperkua | 05 Peningk atan | Pemerintah 60,00 BADAN PENGELOLAAN
Perubahan KUA dan Laut, PERHITUNGAN t reformasi Tata Kelola Pam Kabupaten 0,000.00 KEUANGAN DAN ASET
Perubahan PPAS yang Semua ANGGARAN politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Disusun Kecamatan, | TAHUN hukum dan Fokus Pada
Semua SEBELUMNYA birokrasi, Pelayanan
KeliDesa serta memp Publik
erkuat penc 04. Penyele
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

5.02.02.2.01.0003

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
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Jumiah RKA-SKPD

40

15,437 96840 | Kab Tanah | SISA LEBIH Memperkua | 05 Peningk atan | Pemerintah 17,00 BADAN PENGELOLAAN
yang Diverifikasi Dokumen Laut, PERHITUNGAN | treformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten 0,000.00 KEUANGAN DAN ASET
Semua ANGGARAN politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Kecamatan, | TAHUN hukum dan Fokus Pada
Semua SEBELUMNYA birokrasl, Pelayanan
Kel|Desa serta memp | PublikD4,
erkuat panc | Penyele
egahan dar | nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan.
502022010004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verfikasi Perubahan RKA-SKPD
Jumilah Parubahan 40 14,056,86140 | Kab Tanah | SISA LEBIH Memperkua | 05. Peningk atan | Pemerintah 17,00 BADAN PENGELOLAAN
REA-SKPD yang Dokumen Laut, PERHITUNGAN | treformasi Tata Kelola Pem Kabupaten 0,000.00 KEUANGAN DAN ASET
Diverifikasi Semua ANGGARAN politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Kecamatan, | TAHUN hukum dan Fokus Pada
Semua SEBELUMNYA birokrasi, Pelayanan
KeliDesa serte memp Pubiik
erkuat panc | 04. Penyele
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
502.02201.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
Jumiah DPA- SKPD 40 3,103,250.00 | Kab, Tanah | SISA LEBIH Mamperkua | 05 Peningk atan | Pemerintah 5,787 830.00 | BADAN PENGELOLAAN
yang Diverifikasi Dokumen Laut, PERHITUNGAN | treformasi Tala Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Semua ANGGARAN politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Kecamatan, | TAHUN hukum dan Fokus Pada
Semua SEBELUMNYA birokrasi, Pelayanan
KellDesa serta memp Publik
erkuat panc | 04. Panyele
egahan dan | nggaraen Tala
pemberant Kelola
asan Pemerirtah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.022.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verfikasi Perubahan DPA-SKPD
Jurnlah Perubahan 40 3,103,250.00 | Kab, Tanah | SISA LEBIH Memperkua | 05. Peningk atan | Pemerintah 578783000 | BADAN PENGELOLAAN
DPA-SKPD yang Dokumen Laut, PERHITUNGAN | 1 reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Diverifikasi Semua ANGGARAN politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Kecamatan, | TAHUN hukum dan Fokus Pada
Semua SEBELUMNYA birokrasi, Pelayanan
Kel/Desa sertamemp | Publik
erkuat penc | 04, Penyele
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe

nysludupan

5.02.022.01.0007

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tent

tang APBD dan Peraturan Kepala Daaerah tentang Penjabaran APBD
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Jumiah Peraturan 2 Dokumen 146,905,227 59 | Kab. Tanah | SISA LEBIH Memperkua | 05. Peningk atan | Pemerintah 227,878,00000 | BADAN PENGELOLAAN

Daerah tentang APBD Laut, PERHITUNGAN | t raformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
dan Peraturan Kepala Semua ANGGARAN politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Daerah tentang Kecamatan, | TAHUN hukum dan Fokus Pada
Penjabaran APBD Semua SEBELUMNYA birokrasi, Palayanan
KeliDesa serta memp | Publik

erkuat penc | 04. Panyeie
egahan dan | nggaraan Tata
pemberant Kelola

asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.022010008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Jumiah Peraturan 2 Dokumean 127,241,784.13 | Kab. Tanah | SISA LEBIH Memperkua | 05. Peningk atan | Pemerintah 215,401 55000 | BADAN PENGELOLAAN
Daerah tentang Laut, PERHITUNGAN | treformasi Tata Kelola Pem | Kabupatan KEUANGAN DAN ASET
Perubahan APBD dan Semua ANGGARAN politik, erntahan Yang Tanah Laut DAERAH
Peraturan Kepala Kecamatan, | TAHUN hukum dan Fokus Pada
Daerah tentang Semua SEBELUMNYA birckrasi, Pelayanan
Penjabaran Perubahan KellDesa serta memp | Publik
APBD erkuat panc 04, Panyele

egahan dan | nggaraan Tata
pemberant Kelola

asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
502022010009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Jumlah Dokumen 5 Dokumen 2451229630 | Kab Tanah | SISA LEBIH Memperkua | 05. Peningk atan | Pemerintah 32,175,975.00 | BADAN PENGELOLAAN
Regulasi serta Laut, PERHITUNGAN | treformasi Tala Kelola Pem Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Kebijakan Bidang Semua ANGGARAN politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Anggaran Kecamatan, | TAHUN hukum dan Fokus Pada
Semua SEBELUMNYA birokrasi, Pelayanan
KellDesa serta mamgp Publik

erkuat penc 04. Penysle

egahan dan | nggaraan Tata
pemberart Kelola

asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Persentase dokumen - 100 Persen 171,434 033.82 Memperkua | 05. Peningk atan | Pemerintsh - 24332905000 | BADAN PENGELOLAAN
Pangelolaan penerimaan dan 100 Parsen t reformasi Tata Keloia Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Perbendaharaan pengajuan politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Daerah pengeluaran kas yang hukum dan Fokus Pada
diverfikasi sesuai SOP birokrasi, Pelayanan
Persentase kelersedian serta memp | Publik
kas daerah sesual arkuat penc 04, Panyele
dengan SPD egahan dan | nggeraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

502022020003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
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Jumiah Dokumen Hasil 168 6,584 510.00 | Kab. Tanah SISA LEBIH Memperkua 05, Peningk atan | Pamerintah 1592 BADAN PENGELOLAAN
Pengendalian dan Dokumen Laut, PERHITUNGAN | treformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten 9,050.00 KEUANGAN DAN ASET
Penerbitan Anggaran Semua ANGGARAN politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Kas dan SPD Kecamatan, | TAHUN hukum dan Fokus Pada
Semua SEBELUMNYA birokrasi, Pelayanan
KeliDesa sarta memp Publik
erkuat penc 04 Penyels
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
502022020004 | Penstausshaan Pembiayaan Dasrah
Jumiah Dokumen Hasil 1 Dokumen 63,033.082.58 | Kab. Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05. Peningk atan | Pemerintah 75,00 BADAN PENGELOLAAN
Penatausahaan Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten 0,000.00 KEUANGAN DAN ASET
Pembiayaan Daerah Semua (PAD) politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Kecamatan, hukum dan Fokus Pada
Semua birokrasi, Pelayanan
KeliDesa serta memp Publik
erkuat penc | 04, Penyele
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
502022020008 | Koordinas: Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
Jumiah Dokumen Hasi| 1 Dokumen 13,756,848.65 | Kab. Tanah PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningk atan | Pemerintah 38,50 BADAN PENGELOLAAN
Koordinasi Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten 0,000.00 KEUANGAN DAN ASET
Pelaksanaan Piutang Semua (PAD) politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
dan Utang Daerah Kecamatan, Rukum dan Fokus Pads
yang Timbul Akibat Semua birokrasi, Pelayanan
Pengslolaan Kas, KellDasa serta memp | Publik
Pelaksanaan Analisis erkust penc 04. Penysle
Pembiayaan dan egahan dan | nggaraan Tala
Penempatan Uang pembierant Kelola
Daerah sebagal asan Pemerintah an
Optimalisas: Kas korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
502022020010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Admiristrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegistan
Jumiah Petunjuk 2 Dokumen 19,719,483 58 | Kab Tanah PENDAPATAN Memperkua 05, Peningk atan | Pemerintah 18,900,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Teknis Administrast Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Keuangan yang Semua (PAD) politik, erntahan Yang Tanah Laut DAERAH
Berkaitan dengan Kecamatan, hukum dan Fokus Pada
Peperimaan dan Semua birokrasi, Pelayanan
Pengeluaran Kas serta KelDesa sertamemp | Publik
Penatausahaan dan erkuat penc | 04 Penysle
Pertanggungiawaban egahan dan nggaraan Tata
Sub Kegiatan pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

5.02.02:2.02.0011

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Jurniah Orang yang

82 Orang 68,330,109.00 | Kab Tanan | PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningk atan | Pemerintah 95,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Mengikuti Pembinaan Laut, ASLI DAERAH t raformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Penatausahaan Semua (PAD) politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Keuangan Pemerintah Kecamatan, hukum dan Fokus Pada
Kabupaten/Kota Semua birokrasl, Pelayanan
Kel/Desa serta memp Puldlik
arkuat penc 04, Panyaie
egahan dan | nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
50202203 Koordinasi dan Jumiah OPD yang 40 0PD 797 683,810.91 Memperkua 05. Peningk atan | Pemerintah 1,262,300,826.00 | BADAN PENGELOLAAN
Pelaksanaan laporan keuangannya t reformasi Tata Kelola Pem Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Akurtansi dan disampaikan tepat politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Pelaporan wakiu hukum dan Fokus Pada
Keuangan Dasrah birokrasi, Pelayanan
serta memp Publik
erkuat penc | 04, Panyele
egahan dan | nggarsan Tata
pembarant Kelocla
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Jumiah Laporan Hasil 7 Laporan 61,381,801 56 | Kab Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05. Peningk aten | Pemerintah 168,028,326.00 | BADAN PENGELOLAAN
Koordinasi Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Pelaksanaan Akuntansi Semus (PAD) politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Penarimaan dan Kecamatan, hukum darn Fokus Pada
Pengeluaran Kas Semua birokrasi, Pelayanan
Daerah Kel/Desa serta memp | Publik
erkuat penc 04. Penyele
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judl, dan pe
nyeludupan
5.02.02.202.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Jumlah Dokumen Hasil 5 Dokumen 147,115,801.31 Kab. Tanah PENDAPATAN Memperkua 05, Peningk atan | Pemerintah 168,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Rekonsiliasi dan Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Verifikas Asat, Semua (PAD) politik, efintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Kewajiban, Ekuitas, Kecamatan, hukum dan Fokus Pada
Pendapatan, Belanja, Semus birokrasi, Pelayanan
Pambiayaan, Kel/Desa serta memp Publik
Pendapatan-LO, dan erkuat penc | 04, Penyele
Beban egahan dan | nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
Judi, dan pe
nyaludupan
502.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
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Jumlah Laparan 23 Laparan 197642 35280 | Kab. Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningk atan | Pemerintah 231,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Pertanggungjawaban Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Pelaksanaan APBD Semua (PAD) palitik, arintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Bulanan, Triwulanan Kecamatan, hukum dan Fokus Pada
dan Semesteran Semua birckrasi, Pelayanan
Kel/Desa sertamemp | Publik
erkuat penc 04, Penyele
egahan dan | nggaraan Tata
pambarant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkaoba,
judi, dan pe
nyeludupan
502022030004 | Konsclidas| Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuarigan Pemerintah Daerah
Jumiah Laporan & Laporan 109,656,272 34 | Kab Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05. Peningk atan | Pesmerintah 25000000000 | BADAN PENGELOLAAN
Keuangan SKPD, Laut, ASL| DAERAH t reformasi Tata Kalola Pem Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
BLUD dan Laporan Semua (PAD) politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Keuangan Pemerintah Kecamatan, hukum dan Fokus Pada
Daerah yang Semua birokrasi, Pelayanan
Terkonsolidas: Kel/Desa serta memp Publik
erkuat penc 04, Penyele
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
Judi, dan pe
nysludupan
5.02.02203.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Peiaksanaarl APBD Kabupaten/Ko
Jumiah Rancangan & Dokumen 184,210,352 30 | Kab. Tanah PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningk atan | Pemerintah 235,000,000 00 | BADAN PENGELOLAAN
Peraturan Daerah Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
tentang Semua (PAD) politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Pertanggungjawaban Kecamatan, hukum dan Faokus Pada
Pelaksanaan APBD Semua birokrasi, Pelayanan
Kabupaten/Kota dan KeliDasa serta memp | Publik04
Rancangan Peraturan arkuat penc | Penyele
Kepala Daerah tentang egahandan | nggaraan Tata
Penjabaran pemberant Kelola
Pertanggungjawaban asan Pamerintah an
Pelaksanaan APBD korupsi, yang Baik
Kabupaten/Kota narkaba,
judi, dan pe
nyeludupan.
502022030007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyslesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
Jumiah Dokumen Hasil 12 20,509.678.80 | Kab, Tanah PENDAFPATAN Memperkua 05. Peningk atan Pemerintah 116,271,500.00 | BADAN PENGELOLAAN
Koordinasi, Dokumen Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Sinkronisasi, dan Semua (PAD) palitik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Penyelesaian Tuntutan Kecamatan, hukum dan Fokus Pada
Perbendaharaan dan Semua birokrasi, Pelayanan
Tuntutan Kerugian Kel/Dasa serta memp | Publik
Daerah erkuat panc | 04, Penyele
egahan dan | ngoaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe

nyeludupan

5.02.022.023.0011

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban Pemerntah Kabupaten/Kota
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Jumiah Orang yang 120 Orang 47,167 45180 | Kab. Tanah PENDAPATAN Memperkua 05, Peringk atan | Pemeriniah 95.000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Mengikuti Pembinaan Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Akuntansi, Pelaporan Semua (PAD) palitik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
dan Kecamatan, hukum dan Fokus Pada
Pertanggungjawaban Semua birokrasi, Pelayanan
Pemerintah Kel/Desa serla memp Publik
Kabupaten/Kota erkual penc 04 Penyele
egahan dan | nggaraan Tata
pamberant Kalola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkaba,
judi, dan pe
nyefudupan
50202204 Penunjang Urusan Persentase dokumen 100 Persen 314,350,585,347 00 Memperkua | 05. Peningk atan | Pemerintah 301,454,734 570.00 | BADAN PENGELOLAAN
Kewsnangan penerimaan dan 1 reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Pangelolaan pengajuan politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Keuangan Daerah pengeluaran kas yang hukum dan Fokus Pada
diverifikas| sesual SOP birokrasi, Palayanan
serta memp | Publik
erkuat panc | 04. Panyele
egahan dan | nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
ryeludupan
502022040008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Jumiah Laparan Hasil 130 289,350,585,347 00 | Kab, Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningk atan | Pemerintah 276,454,734,570.00 | BADAN PENGELOLAAN
Analisis Perencanaan Laporan Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
dan Penyaluran Semua (PAD) politik, srintahar Yang Tanah Laut DAERAH
Bantuan Keuangan Kecamatan, hukum dan Fokus Pada
Semua birokrasi, Pelayanan
Kel/Dasa sara memp Publik
erkuat penc 04, Penyela
egahan dan | nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judl, dan pe
nyeiudupan
502022040002 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 25,000,000,000.00 | Semua PENDAPATAN Memperkua | 05. Peningk atan | Pemerintah 25,000,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaan Dana Kotafiab, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Darurat dan Mendesak Semua (PAD) politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Kecamatan, hukum dan Fokus Pada
Semua birakrasi Pelayanan
KellDesa sefamemp | Publik
Kab. Tanah erkuat penc | 04 Penysle
Laut, egahan dan | nggaraan Tata
Semua pemberant Kelola
Kecamatan, asan Pemerintah an
Semua korupsi, yang Baik
Kei/Desa narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
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5.02.03 PROGRAM Persentase OPD yang 100 Persen 10,021,139,358.70 5,225,488,739.00
PENGELOLAAN mengelola Barang 75 Persen
BARANG MILIK Milik Daerah (BMD)
DAERAH secara efektifisesual
ketentuan Persentase
Barang Milik Daerah
yang dimanfaatkan
5.02.03.201 Pengeloiaan Barang Jumiah temuan hasil 1 Temuan 10,021, 139,358.70 Memperkua | 05 Peningk atan | Pemerintah 522548873300 | BADAN PENGELOLAAN
Milik Daerah pangawasan 20 Persen t reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
pengelolaan BMD yang 100 Persen palitik, enntahan Yang Tanah Laut DAERAH
di TL Persentase OPD hukum dan Fokus Pada
yang memiliki birokrasi, Pelayanan
pemetaan BMD sesuai serta memp Publik
standar kebutuhan erkuat penc | 04 Penyele
Persentase Tingkat egahan dan | nggaraan Tata
pemahaman OPD pemberant Kelola
tentang pengelolaan asan Pemerintah an
BMD korupsi, yang Balk
narkoba,
judi, dan pe
nysludupan
50203201.0001 | Penyusunan Standar Harga
Jumlah Standar Harga 1 Dokumen 22599512000 | Kab. Tanah PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningk atan | Pemerintah 84,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
yang Disusun Lat, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Semua (PAD) politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Kecamatan, hukum dan Fokus Pada
Semua birokrasi, Pelayanan
KeliDesa serta memp Pubilik
erkuat panc 04. Paryele
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelota
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nysludupan
502.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
5,458,720,340.00 PENDAPATAN Memperkua 05. Peningk atan Pemerintah 3.054.788,729.00 BADAN PENGELOLAAN
ASL| DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
(PAD) palitik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
hukum dan Fokus Pada
birokrasi, Pelayanan
serta memp Pubilik
erkuat penc | 04. Penyele
egahan dan | nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah-an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

5.02.03.201.0004

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
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Jumlah Kebijakan 2 Dokumen 2621520000 | Kab Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningk atan | Pemerintah 52,500,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaan Barang Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Milik Daerah Semua (PAD) politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Kecamatan, hukurm dan Fokus Pads
Semua birokrasi, Pelayanan
Kel/Desa sertamemp | Publik
arkuat penc 04 Penyele
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
502032010005 | Penatausahaan Barang Milik Dasran
Jumilah Laporan 16 Laporan 654841105170 | Kab Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningk atan | Pemerintah 367,500,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Penatausahaan Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | Ksbupaten KEUANGAN DAN ASET
Barang Milik Daerah Semua (PAD) palitik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Kecamatan, hukum dan Fokus Pada
Semua birokrasi, Pelayanan
KellDesa sarta mamp Publik
erkuat penc | 04 Penyele
egahan dan | npgaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
Judi, dan pe
nyeludupan
502032010006 | Invertarisasi Barang Milik Dagrah
Jumlah Laporan Hasil 1 Laparan 3887905000 | Kab Tanah PENDAPATAN Mempearkua 05 Peningk atan | Pemerintah 98,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Inventarisasi (LHI) Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Barang Milik Daerah Semua (PAD) politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Kecamatan, hukum dan Fokus Pada
Semua birokrasi, Pelayanan
Kel/Desa sarta memp Publik
erkuat penc 04. Penyele
egahan dan ngoaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah
Jumiah Laporan Hasil 3 Laporan 935,008,250 00 | Kab. Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningk atan | Pemerintah 760,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Pengamanan Barang Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Milik Daerah Semua (PAD) politik, erintahan Yang Tanalh Laut DAERAH
Kecamatan, hukum dan Fokus Pada
Semua birokrasi, Pelayanan
KeliDesa serta memp Publik
erkuat penc 04. Penyele
egahandan | nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkaba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah
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Jurnlah Laporan Hasil

166.783448.00 | Kab. Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningkatan | Pemerintah 197.800,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Penilaian Barang Milik Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Fem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Daerah dan Hasl| Semua {PAD) politik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Koordinasi Penilaian Kecamatan, hukum dan Fokus Pada
Barang Milik Daerah Semua birokrasi, Pelayanan
Kel/Desa serta memp | Publik
erkual penc 04, Penyale
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
Judi, dan pe
nyeludupan
502032010009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Millk Daerah
Jumiah Laporan Hasil 2.301,936,000.00 | Kab Tanah | PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningk atan | Pemerintah 325,000,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Pengawasan dan Laut, ASLI DAERAH | reformas| Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Pangendalian Semua (PAD) politik, arintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Pengelolaan Barang Kecamatan, hukum dan Fokus Pada
Milik Daerah Semua birokrast, Pelayanan
Kel/Desa serta memp | Publik
erkust penc | 04, Penyele
egahan dan | npgarasan Tata
pemberant Keloia
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pa
nyeludupan
50203.201.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemantaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Jumiah Dokumen Hasil B8.85584400 | Kab Tansh | PENDAPATAN Memperkua | 05 Peningk atan | Pemerintah 150,000,000.00 | BADAN PENGELDLAAN
Optimalisasi Laut, ASL| DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
Penggunaan, Semua (PAD) palitik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Pemarfaatan, Kecamalan, hukum dan Fokus Pada
Pemindahtanganan, Semua birokrasi, Pelayanan
Pemusnahan, dan Kel/Desa serta memp | Publik
Penghapusan Barang erkuat penc 04. Panyele
Milik Daerah egahan dan | nggaraan Tata
pamberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.02.03.201.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Jumiah Laporan 34999 51500 | Kab Tanah PENDAPATAN Memperkua 05. Paningk atan | Pemerintah 50,900,000.00 | BADAN PENGELOLAAN
Barang Milik Daerah Laut, ASLI DAERAH t reformasi Tata Kelola Pem | Kabupaten KEUANGAN DAN ASET
yang Disusun Semua (PAD) palitik, erintahan Yang Tanah Laut DAERAH
Kecamatan, hukum dan Fokus Pada
Semua birokrasi, Pelayanan
KelDesa sarta meamp Publik
erkuat penc | 04. Penyele
egahan dan nggaraan Tata
pemberant Kelola
asan Pemerintah an
korupsi, yang Baik
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

5.02.03201.0013

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
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REKAPITULASI BELANJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT T AHUN ANGGARAN 2026

No

Gaji dan TPP

Belanja Operasi (Barang
dan Jasa)

Belanja Modal

Belanja Hibah

Belanja Transfer

Belanja Sosial
(Terduga/tidak Terduga)

Keterangan

2

7

8

Rp 10,214,699,103,-

58 Jumlah ASN BPKAD

Rp 11.193,046,956.90 ,-

Rp 3,489,320,125.76 .-

Rp  3.489.320.125,76 .-
Belanja Modal Tanah dan
BM Tugu/Tanda Batas

Rp 289,350,585347.-

Belanja Bantuan Keuangan
130 Desa

Rp 25,000,000,000,-

Pengelolaan Dana Darurat
dan Mendesak

Jumlah

Rp 10.214,699.103.-

Rp 11,193,046.956.90 -

Rp 3,489,320,125.76 ,-

Rp

Rp  289,350,585,347,-

Rp 25,000,000,000.-

Rp 339,247,651,532.66,-
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Dari tabel diatas bahwa rekapitulasi belanja pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1.

(S

(%]

Belanja Gaji dan TPP sebesar Rp 10.214,699.103,-, untuk pembayaran 58 Jumlah
ASN BPKAD .

Belanja Operasi (Barang dan Jasa) sebesar Rp 11,193,046,956.90 .-

Belanja Modal sebesar Rp 3.489,320,125.76 .- untuk Belanja Modal Tanah dan
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas

Belanja Transfer sebesar Rp 289.350,585,347.- untuk Belanja Bantuan Keuangan
130 Desa

Belanja Terduga Terduga sebesar Rp 25,000,000,000.- untuk belanja Pengelolaan

Dana Darurat dan Mendesak.

Sedangkan untuk usulan pekerjaan yang bersumber non APBD Kabupaten

dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat disajikan pada tabel 4.2 sebagai

berikut :

Tabel 4.2
Usulan Pekerjaan Yang Bersumber Non APBD Kabupaten
BADAN PENGELEOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Pekerjaan Lokasi Target dan Satuan B Pagu Sumber Dana Catatan

r 3 4 5 6 7

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa pada kantor BPKAD Kabupaten Tanah

Laut tidak ada usulan pekerjaan yang bersumber non APBD Kabupaten Tahun 2026

baik melalui mekanisme musrenbang maupun melalui mekanisme lainnya. Dengan

demikian untuk sub bab ini usulan pekerjaan yang bersumber non APBD Kabupaten

Tahun 2026 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah NIHIL atau tidak

ada.
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BAB YV
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan
berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tanah Laut 2024 — 2026 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah
Laut serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.

RENJA-SKPD BPKAD adalah sebuah perencanaan pembangunan tahunan,
sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan
yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.

RENJA —SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2026 dibuat dalam
rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan isu-isu
penting berkaitan dengan tugas fungsi BPKAD menyangkut pengelolaan keuangan
dan pengelolaan aset daerah.

Dengan tersusunnya Renja-SKPD ini, penetapan prioritas pembangunan
yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih
terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program
kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan K/L/D/I maupun SKPD yang

membidangi fungsi lain.

Pelaihari, 16 Juli 2025

Kepala BPKAD

" "_\;'f_,' Pembina Dtama Muda /IV.c
“"NIP. 19661227 198703 1 002
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PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI.A.Syairani Pelaihari Phone. (0512) 2425788
PELAIHARI

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BPKAD
NOMOR: 000.7.3/ 7 / BPKAD /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2026
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN

TANAH LAUT

KEPALA BPKAD,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD
dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPIJMD dan
RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja ( Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun
2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan
Daerah Tingkat Il Tabalong, dengan mengubah Undang-undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 );

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPIJMD dan RKPD(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun
2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana
Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencananan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2008 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 10);

12. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2008 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

15.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang
Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2024-2026;

17.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2024-2026.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Rencana Kerja Tahun 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

sebagaimana pada diktum KESATU melaksanakan mekanisme

penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Mengacu pada kebijakan dan sasaran pembangunan yang
tercantum dalam RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-
2026.

2. Mengacu pada Visi, Misi, Agenda, Tujuan, Sasaran, Arah
Kebijakan, Indikator Capaian, dan program prioritas dalam RPD
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

3. Mengacu pada Renstra SKPD dan prioritas hasil Musrenbang
RKPD di Kecamatan.
4. Mempedomani Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional

5. Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan
kegiatan tahunan daerah dalam mewujudkan pertumbuhan yang
berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable growth with equity)
dengan strategi pembangunan nasional yang meliputi, Pro Poor,
Pro Job, Pro Growth, dan Pro Environment.

6. Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan
tahunan daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang
dan/atau indikasi rencana program dalam RTRW Kabupaten
Tanah Laut.

7. Mendukung dan mensinergikan pencapaian sasaran program dan
kegiatan pembangunan daerah Tahun 2026 dengan program,
tindakan, keluaran, target penyelesaian dan sasaran program
pro rakyat, program pro keadilan, dan program tujuan
pembangunan millennium ( Millennium Development Goal’s )
sesuai dengan focus masing-masing program berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan yang Berkeadilan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana Kerja
Tahun 2026 sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab dan
melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.



KEEMPAT

KELIMA

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun Anggaran 2026.

:  Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2025




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 000.7.3/7/BPKAD/2025

TANGGAL

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN

2

Januari 2025

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN BPKAD

KABUPATEN TANAH LAUT
No Jabatan Jabatan Dalam Tim
1 | Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut Pembina
2 | Sekretaris BPKAD Pengarah
3 | Kasubbag Perencanaan Koordinator SKPD
4 | Kepala Bidang Akuntansi Koordinator Bidang
5 |Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan Koordinator Bidang
6 | Kepala Bidang Penatausahaan Aset Koordinator Bidang
7 | Kepala Bidang Pemanfaatan dan Koordinator Bidang
Pengendalian Aset
Kasubbid Pendapatan & Pengelolaan Kas Anggota
9 | Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban Anggota
10 | Kasubbid Perencanaan Kebutuhan Anggota
11 | Kasubbid Inventarisasi Anggota
12 | Kasubbid Pemanfaatan & Pemindahtanganan Anggota
13 | Kasubbid Pengamanan & Pemeliharaan Anggota
14 | Kasubbid Perbendaharaan & Pembiayaan Anggota
15 | Kasubbid Anggaran Anggota
16 | Kasubbag Keuangan Anggota
17 | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Anggota




